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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selama Tahun 2024.
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan
penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Dinas Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan
pencapaian Tahun 2024 untuk periode 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021
mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
2. Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
3. Nilai AKIP Dinas kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ditetapkan 3 sasaran dengan 3
indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP
Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:
1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)
2. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)
3. Nilai LHE AKIP DKPKP

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 sebagai
berikut:

1. Capaian Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 adalah
dengan realisasi sebesar Rp. 86.490.119.275,- dari target Rp. 72.200.000.000,-
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sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik (118,97%)

2. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah 83,86 dari target 83,5
sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik (100,43%)

3. Capaian Nilai AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun
2024 adalah 70,90 dari target 72,5 sehingga capaian kinerjanya Sangat Bqik
(98,13%)

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator sasaran Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 sebagai
berikut:

1. Capaian persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2024 sebesar -22,30%
dari target 0,5%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator
sasaran peningkatan produksi perikanan Sangat Kurang Baik (-4460%)

2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2024 adalah 94,93 dari target sebesar
85. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator sasaran Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) Sangat Baik (111,69%)

3. Capaian Nilai LHE AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun
2024 adalah 70,90 dari target 89,94. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian
kinerja indicator sasaran Nilai LHE AKIP Baik (78,83%)

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp 22.147.267.740,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan
realisasi sebesar Rp. 16.260.829.834,00 atau sebesar 73,42%.
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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
JI. Raya Cijulang No. 345, Parigi - Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts. 0124 /DKPKP.1/11/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang
perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran
Sasaran Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan
Tim Pernyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran.

Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021
Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran;

g. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran;
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h. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran;

KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud
dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai
laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Tanggal . 24 Februari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

SOLEH SUPRIYADI], S.Pd., M.Pd
Pembina / IV-a
NIP.19751227 200801 1 002
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Lampiran I

Nomor
Tanggal

Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

800/Kpts. 0124/DKPKP.1/11/2025

03 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2024
NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KEDINASAN
TIM

1. Penanggung Jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan
Pangan

2. Ketua Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan
Pangan

3. Sekretaris Pelaksana Harian Perencanaan

4. | Anggota Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Ditetapkan di : Pangandaran
Tanggal . 24 Februari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

SOLEH SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina / IV-a
NIP.19751227 200801 1 002
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-
Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus
dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan
transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk atau media
pertanggungjawaban Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter
dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
selama Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan
evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin
baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan pangan dan urusan
pemerintahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pangandaran serta bermanfaat bagi
seluruh Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya
mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih
(Clean Government) di Kabupaten Pangandaran.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu,
dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran
guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parigi, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

SOLEH SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
NIP.19751227 200801 1 002

DAFTAR ISI
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Perubahan diikuti dengan penataan
kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Regulasi ini mempengaruhi susunan organisasi perangkat
daerah di Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran yang terbentuk dengan diterbitkannya Undang — Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
Di Provinsi Jawa Barat, baru memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif melalui Kepmendagri
No. 131.32-239 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa
Barat dan Kepmendagri No. 131.32-240 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati
Pangandaran Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Februari 2016.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan
pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan, dan ditegaskan bahwa kepada para
Bupati/Walikota untuk  melaksanakan  Akuntabilitas Kinerja sebagai  wujud
pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun

anggaran.
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Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang
mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran
kinerja, d) pengelolaan data kinerja, €) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja.
Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai
menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.
Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah
diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah  merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi
pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja
dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh
Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan
pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana
strategis daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpedoman
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada Tahun 2024
penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini merupakan bagian tak
terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

dalam pertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam LKjIP Dinas Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berupa
pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi
pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan

dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini antara lain adalah:

a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang kemudian digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor Kelautan, Perikanan dan
Ketahanan Pangan

b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

1.3 DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 — 2038;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 — 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN
Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
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Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pangan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

kabupaten.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

bertugas menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
e

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan bahwa Kepala Dinas membawahkan :

a.
b.

Sekretaris yang membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Ketahanan Pangan dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan organisasi, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 33 orang. Berdasarkan jenjang

jabatan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

a.
b
o
d.
e
f

g.

Kepala Dinas : 1 (satu) orang
. PIt. Sekretaris : 1 (satu) orang
. Kepala Bidang Perikanan Tangkap : 1 (satu) orang
Kepala Bidang Perikanan Budidaya : 1 (satu) orang
. Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan : 1 (satu) orang
. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 (enam) orang
Penelaah Teknis Kebijakan : 22 (dua puluh dua) orang

Berdasarkan golongan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan terdiri dari :

a. Golongan IV : 1 (satu) orang

b. Golongan III : 31 (tiga puluh satu) orang
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¢. Golongan II : 1 (satu) orang
Berdasarkan jabatan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan terdiri dari :

a. Esselon II : 1 (satu) orang

b. Esselon III : 2 (dua) orang

c. Esselon IV : 1 (satu) orang

d. Fungsional : 7 (tujuh) orang

e. Pelaksana : 22 (dua puluh dua) orang
f. Non PNS : 25 (dua puluh lima) orang

1.5 ISU STRATEGIS
Beberapa isu strategis yang di hadapi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Kabupaten Pangandaran dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

[Ey

Ketidakpastian produksi perikanan tangkap dan budidaya

N

Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas

3. Belum optimalnya peran Balai Benih Ikan Cimerak dalam menyediakan benih dan induk
yang berkualitas

4. Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang
belum memadai

5. Masih terdapat praktek Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, kegiatan
perikanan yang melanggar hukum, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, dan
kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku

6. Masih lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur
distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah

7. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga diperlukan
peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi B2SA (Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman)

8. Belum tercukupinya cadangan pangan daerah dalam upaya mengantisipasi

penanganan daerah rawan pangan

9. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada RPIJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Rencana
pembangunan kelautan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran dalam
kurun waktu 5 tahun kedepan telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Renstra Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan
dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini memiliki
konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan
dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis
kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten
Pangandaran, yaitu :

e Misi Ke 4 yaitu “"Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan
Berbasis Potensi Lokal”. Misi keempat dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan
kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif,
mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan
bekelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem
pembiayaan daerah terpadu.

e Misi Ke 5 “"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan
Akuntabel”. Misi kelima Dimaksudkan untuk Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan
Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik yang berkualitas.

Dalam Upaya mendukung misi Kabupaten Pangandaran, Dinas Kelautan Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyusun Tujuan dan Sasaran
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-
2026. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
diselaraskan dengan RPIJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.
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Secara rinci Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang mendukung misi

Pangandaran adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel.

Kabupaten

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Pangandaran

NO | Misi Kabupaten Tujuan Tujuan Dinas Indikator Sasaran
Kabupaten Tujuan Dinas Dinas
1 Meningkatkan Meningkatkan Optimalisasi Kontribusi Meningkatkan
Ketahanan pertumbuhan pertumbuhan Produksi sector | Produktivitas
Ekonomi dan | ekonomi  sektor | ekonomi sector | perikanan Perikanan
Sosial yang | unggulan untuk | unggulan terhadap PDRB
Berkeadilan menjamin (Milyar Rupiah)
Berbasis  Potensi | kesejahteraan
Lokal masyarakat
Indeks Mewujudkan
Ketahanan Ketahanan
Pangan (Indeks) | Pangan
Berbasis
Masyarakat
2 Mewujudkan Meningkatkan Meningkatkan Nilai SAKIP Meningkatnya
Reformasi kapasitas tata | kualitas dan akuntabilitas
Birokrasi Yang | kelola kapasitas tata kinerja DKPKP
Melayani, Efektif, | pemerintahan kelola
Efisien, Dan | yang mampu | pemerintahan
Akuntabel memberikan yang baik (good
pelayanan publik | governance)
yang prima

2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.
Berdasarkan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk Indikator
Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Utama
Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan inilah yang akan menjadi dasar dalam

upaya mencapai misi Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021
mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

No Tujuan Strategis Indikator Tujuan Satuan

Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

1. Optimalisasi pertumbuhan Kontribusi Produksi sector Milyar Rupiah
ekonomi sector unggulan perikanan terhadap PDRB (Milyar
Rupiah)
Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) | Indeks

Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel
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Meningkatkan kualitas dan
kapasitas tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance)

Nilai SAKIP

Nilai

Tabel 3. Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pangandaran
NO MISI KABUPATEN SASARAN SASARAN DINAS INDIKATOR
KABUPATEN SASARAN DINAS
1 Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan | Optimalisasi Meningkatkan Persentase
Ekonomi dan Sosial yang | pertumbuhan Produktivitas Peningkatan
Berkeadilan  Berbasis  Potensi | ekonomi sector | Perikanan Produksi Perikanan
Lokal unggulan (%)
Mewujudkan Skor Pola Pangan
Ketahanan Pangan | Harapan (Skor)
Berbasis
Masyarakat
2 Misi 5 : Mewujudkan Reformasi | Meningkatkan Meningkatnya Nilai LHE AKIP
Birokrasi Yang Melayani, Efektif, | kualitas dan | akuntabilitas DKPKP
Efisien, Dan Akuntabel kapasitas tata | kinerja DKPKP
kelola
pemerintahan yang
baik (good
governance)

2.1.2 Kebijakan dan Program Kerja

Kebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana
Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan
pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kebijakan dan program kerja Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan tercantum pada tabel.
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Tabel 4. Kebijakan dan Program
NO KEBIJAKAN PROGRAM

1 Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Perikanan Program Pengelolaan

Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

2 Fasilitasi/Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan melalui | Program Pengelolaan
Program Inovasi ASIN DARA (Asuransi Perikanan Pangandaran | Perikanan Tangkap
Juara)

3 Penyediaan rantai pemasaran ikan melalui Pasar Ikan | Program Pengolahan Dan
Modern/Outlet Perikanan Desa/TOKO IKAN JUARA (1 desa 1 | Pemasaran Hasil Perikanan
outlet) serta peningkatan pelayanan pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan berbasis IT (e-TPI)

4 Penyelengaraan Perikanan Berbasis Kawasan melalui | Program Pengelolaan

penyediaan/penataan Kawasan Budidaya Ikan Berbasis | Perikanan Budidaya
Komoditi, Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Wisata serta
Kawasan Nelayan/Kampung Nelayan berbasis Wisata (Kampung
Nelayan Juara)

5 Peningkatan konsums ikan masyarakat melalui kampanye | Program Pengolahan Dan
Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) Pemasaran Hasil Perikanan

6 Peningkatan konsumsi protein dan energi, penyediaan | Program Pengelolaan
Cadangan Pangan Daerah (CPD), KRPL dan P2L serta | Sumber Daya Ekonomi Untuk
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan | Kedaulatan Dan Kemandirian

Juara) Pangan

7 Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Intervensi Daerah | Program Penanganan
Terkena Rawan Pangan Kerawanan Pangan

8 Peningkatan keamanan pangan dan penyediaan pangan yang | Program Pengawasan

aman melalui pemantauan dan pengambilan sample tes pangan | Keamanan Pangan

9 Upaya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui | Program Peningkatan
kampanye konsumsi pangan secara B2SA (Beragam Bergizi | Diversifikasi Dan Ketahanan
Seimbang dan Aman) Pangan Masyarakat

10 Peningkatan pemahaman tentang SAKIP Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DKPKP 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus perhanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan
janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang
menerima  amanah/tanggungjawab/kinerja  dengan  pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh

pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan
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memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK
Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-
2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Tahun
2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah
untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian
realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan
organisasi.

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran, Target Program, Target Kegiatan dan Laporan

Anggaran per sasaran secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Target Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

A. Indikator Kinerja Utama

No Tujuan Startegis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Optimalisasi pertumbuhan Kontribusi Produksi sector 72,7

ekonomi sektor unggulan perikanan terhadap PDRB (Milyar
Rupiah)
Indeks Ketahanan Pangan 83,5
(Indeks)

2. | Meningkatkan kualitas dan Nilai SAKIP 72,25 - 76,00

kapasitas tata kelola

pemerintahan yang baik

(good govermance)

B. Indikator Sasaran

No Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatkan Produktivitas Persentase Peningkatan Produksi 0,5
Perikanan Perikanan (%)

2. Mewujudkan Ketahanan Skor Pola Pangan Harapan (Skor) 85

Pangan Berbasis Masyarakat

3. Meningkatnya akuntabilitas Nilai LHE AKIP DKPKP 89,94
kinerja DKPKP

C. Program

No Program Startegis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. | Program Pengelolaan Perikanan Persentase Peningkatan Produksi 0,30
Tangkap Perikanan Tangkap
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2. | Program Pengawasan Sumber Persentase Usaha Perikanan Darat 5
Daya Kelautan Dan Perikanan yang Memenuhi Ketentuan
3. | Program Pengelolaan Perikanan Persentase Peningkatan Produksi 0,20
Budidaya Perikanan Budidaya
4. | Program Pengolahan Dan Persentase penyediaan pasar terhadap | 90
Pemasaran Hasil Perikanan produksi hasil perikanan
5. | Program Pengelolaan Sumber Persentase peningkatan ketersediaan 8
Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan | cadangan pangan
Dan Kemandirian Pangan
6. | Program Peningkatan Diversifikasi | 1. Angka Kecukupan Energi (K.Cal) 1.2.100
Dan Ketahanan Pangan ) 5 57
Masyarakat 2. Angka Kecukupan Protein (K.Cal) .
7. | Program Penanganan Kerawanan | Persentase desa rentan rawan pangan | 4%
Pangan (jumlah)
8. | Program Pengawasan Keamanan Persentase pangan segar aman 60
Pangan
9. | Program Penunjang Urusan 1. Persentase sarana prasarana 1. 90%
Pemerintahan Daerah kantor yang terpenuhi
Kabupaten/Kota
2. Persentase laporan keuangan 2. 90%
dengan kualitas baik
3. Persentase peningkatan kompetensi | 3. 90%
aparatur
4, Persentase perencanaan dan
4. 90%
evaluasi kinerja yang berkualitas
D. Kegiatan
KINERJA
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN
INDIKATOR TARGET
PENUNJANG - Persentase sarana prasarana - 90% 4.449.999.091
URUSAN kantor yang terpenuhi
PEMERINTAHAN
DAERAH - Persentase laporan keuangan
KABUPATEN/KOTA dengan kualitas baik - 90%
- Persentase peningkatan
kompetensi aparatur
- 90%
- Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja yang
berkualitas - 90%
Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 55.016.100
Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
dan Evaluasi daerah
Kinerja Perangkat
Daerah Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 dokumen 32.188.100
Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan  Perangkat
Daerah
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Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

24 laporan

22.828.000

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi
keuangan perangkat daerah

4 dokumen

3.647.183.833

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Orang yang

468

3.615.435.233

ASN Menerima Gaji dan orang/bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen 12 dokumen | 30.750.000
dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 laporan 400.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 13 laporan 598.600
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi 1 dokumen 29.647.500
Barang Milik Barang Milik Daerah pada
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 12 Laporan 29.647.500
Daerah pada SKPD pada SKPD yang dikelola
Administrasi Jumlah dokumen administrasi 1 dokumen 29.500.000
Pendapatan pendapatan daerah
Daerah kewenangan Perangkat Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah —
Pelaporan Pengelolaan Retribusi | Jumlah Laporan Pengelolaan 12 dokumen | 29.500.000
Daerah Retribusi Daerah
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi - -
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang vyang - -
Perundang-Undangan Mengikuti  Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi 7 dokumen 184.208.037
Umum Perangkat Umum Perangkat Daerah
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket 10 paket 2.683.500
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan  Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 72 paket 90.951.700
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan 5 paket 13.824.104
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan 5 paket 4.520.426

Penggandaan

dan Penggandaan yang
Disediakan

13




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 204 17.828.700
Peraturan Perundang-undangan | dan Peraturan Perundang- dokumen
Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 14 dokumen | 54.399.607
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Jumlah dokumen Penyediaan 3 dokumen 272.004.657
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah  Laporan 12 laporan 750.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 80.897.082
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 190.357.575
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Jumlah dokumen Pemeliharaan 3 dokumen 232.438.964
Barang Milik Barang Milik Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan
E(;r:rearr:ntahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 11 unit 60.255.684
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin | 10 unit 10.513.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit 161.670.280
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PENGELOLAAN Persentase peningkatan 8% 1.027.506.139
SUMBER DAYA ketersediaan cadangan pangan
EKONOMI UNTUK
gi%AULATAN Penyediaan Jumlah dokumen penyediaan 1 dokumen 1.027.506.139
KEMANDIRIAN Infrastruktur dan infrastruktur dan seluruh
PANGAN Seluruh pendukung Kemandiriaan
Pendukung pangan
Kemandirian
Pangan sesuai
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Pendukung | 5 unit 1.027.506.139
Pendukung Kemandirian Pangan | Kemandirian Pangan yang
Lainnya Tersedia
PENINGKATAN - Angka Kecukupan Energi -2100 389.849.400
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN - Angka Kecukupan Protein
PANGAN -57
MASYARAKAT
Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan 2 dokumen 147.357.000

Penyaluran
Pangan Pokok
atau Pangan
Lainnya sesuai
dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan

dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan lainnya sesuai
dengan kebutuhan daerah
Kabupaten / Kota dalam rangka
stabilitas Pasokan dan Harga
Pangan
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Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan 24 laporan 147.357.000
Pemantauan Stok, sinkronisasi pemantauan stok
Pasokan dan Harga Pangan pangan, pasokan pangan dan
Pokok Strategis harga pangan Pokok Strategis
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 dokumen 169.000.000
Keseimbangan dan Keseimbangan Cadangan
Cadangan Pangan Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan 10 ton 169.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 73.492.400
Pencapaian Target Pencapaian  Target
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun Perkapita/Tahun sesuai
sesuai dengan dengan Angka Kecukupan Gizi
Angka Kecukupan
Gizi
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pemberdayaan 12 laporan 73.492.400
dalam Penganekaragaman Kelompok Masyarakat dalam
Konsumsi Pangan Berbasis Penganekaragaman Konsumsi
Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
PENANGANAN Persentase desa rentan rawan 3% 33.345.000
KERAWANAN pangan (jumlah)
PANGAN
Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan 2 dokumen 33.345.000
Kerawanan Kerawanan Pangan
Pangan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan 12 laporan 33.345.000
Penanganan Kerawanan Pangan | Sinkronisasi Penanganan
dan Gizi Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota
PENGAWASAN Persentase pangan segar aman | 65% 2.831.800
KEAMANAN
PANGAN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 2.831.800
Pengawasan Pengawasan Keamanan
Keamanan Pangan Pangan
Segar Daerah Segar Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 dokumen 2.831.800
keamanan dan mutu pangan Pengujian Mutu dan Keamanan
segar asal tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,30% 5.050.196.038
PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap
TANGKAP
Pengelolaan Jumlah dokumen Pengelolaan 3 dokumen 4.082.991.192
Penangkapan Ikan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai,
Danau,Waduk,
Rawa, dan Penyediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha 1 unit 1.597.991.192

Genangan Air
Lainnya yang
dapat Diusahakan

Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap yang
Tersedia
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dalam 1 (satu) Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan | 5 unit 2.485.000.000
Daerah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan
Kabupaten/ Kota Tangkap Tersedia
Pemberdayaan Jumlah Laporan Pemberdayaan | 3 laporan 63.719.000
Nelayan Kecil Nelayan Kecil
dalam Daerah
Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Jumlah  Nelayan  Kecil 500 orang | 63.719.000
Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
Pengelolaan dan Jumlah dokumen Pengelolaan 2 dokumen 903.485.846
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Tempat
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelelangan Ikan
(TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Jumlah Layanan dalam rangka 8 layanan 903.485.846
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,20% 10.563.540.272
PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya
BUDIDAYA
Pemberdayaan Jumlah dokumen kelayakan 12 dokumen | 1.983.320.600
Pembudidaya Ikan usaha pembudidaya ikan skala
Kecil kecil
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi 7 kelompok 133.320.600
Pembudi Daya Ikan Kecil Daya Ikan Kecil yang Mengikuti
Pengembangan Kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Jumlah Kelompok Usaha yang 7 kelompok 1.850.000.000
Pendanaan, terfasilitasi Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha Kemitraan Usahanya
Penerbitan Tanda Jumlah dokumen izin usaha 100 4.400.000
Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil dokumen
Pembudi Daya
Tkan Kecil (TDPIK)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Jumlah Rekomendasi Perizinan 48 4.400.000
Daftar bagi Pembudi Dayaan Berusaha bagi Pembudi Dayaan | rekomendasi
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 Ikan Kecil yang Menjadi
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah produksi perikanan 300 Ton 8.575.819.672
Pembudidayaan budidaya
Tkan Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana 2 Unit 5.484.811.850

Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pembudidayaan Ikan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana 2 Unit 68.555.667
Sarana Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1
dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan 1 Dokumen 2.686.250.000
dan Lingkungan Budidaya dalam | lingkungan Budidaya dalam 1
1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan
Kesehatan Ikan
Perencanaan, Pengembangan, Luas Lahan untuk 6 Ha 336.202.155
Pemanfaatan dan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perlindungan Lahan untuk yang Direncanakan,
Pembudidayaan Dikembangkan, Dimanfaatkan
Ikan di Darat dan Dilindungi
PENGAWASAN Persentase Usaha Perikanan 5% -
SUMBER DAYA Darat yang Memenuhi
KELAUTAN DAN Ketentuan
PERIKANAN
Pengawasan Jumlah dokumen Pengawasan 2 dokumen -
Sumber Daya Sumber Daya Perikanan
Perikanan di
Wilayah Sungai, Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen | -
Danau, Waduk, Tangkap di Wilayah Sungai, Pengawasan Sumber Daya
Rawa, dan Danau, Waduk, Rawa, dan Perikanan Tangkap di Wilayah
Genangan Air Genangan Air Lainnya yang Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
Lainnya yang dapat Diusahakan dan Genangan Air Lainnya
dapat Diusahakan | galam Kabupaten/Kota yang Dapat Diusahakan
dalam dalam
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PENGOLAHAN Persentase penyediaan pasar 90% 630.000.000
DAN PEMASARAN terhadap produksi hasil
HASIL PERIKANAN perikanan
Penyediaan dan Jumlah laporan Penyediaan dan | 2 dokumen 630.000.000
Penyaluran Bahan Penyaluran Bahan Baku
Ezgglgﬂgitrllkan Peningkatan Ketersediaan Ikan Jumlah Peningkatan 6 Ton 30.000.000
dalam 1 (satu) untuk Konsumsi dan Usaha Ketersediaan Ikan untuk
DaerahKabupaten/ Pengolahan dalam 1 (satu) Konsumsi dan Usaha
Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan Dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku | Jumlah Pelaku Usaha 50 pelaku 600.000.000
Usaha Perikanan Skala Mikro Perikanan Skala Mikro dan usaha

dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi

TOTAL

22.147.267.740

E. Anggaran Per Sasaran

No Sasaran Anggaran (Rp)

1 2 3

1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan 16.243.736.310,-

2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis 1.453.532.339,-
Masyarakat

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP 4.449.999.091,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Kelautan
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan Tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi
actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian
sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan
seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja
pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang
diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur
adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan,
program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan
yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan dalam penyelenggaraan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada tingkat sasaran. Nilai
capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target
sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja
dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan
kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan

perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan yang ada. Pertama, untuk melakukan
pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja
indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan
terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor :
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
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rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = ——— x 100%
Rencana

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus :

Realisasi — (Realisasi — Rencana
Capaian Indikator Kinerja = ( ) x 100%
Rencana

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Untuk mengetahui tingkat capaian
kinerja, pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang
berhubungan dengan sasaran tersebut. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat
kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran
kinerja ini.

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Range Capaian Kategori Capaian
1 91 < Sangat Baik

2 76 <90 Baik

3 66 < 75 Cukup Baik

4 51 <65 Kurang Baik

5 <50 Sangat Kurang Baik

3.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian target indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan Tahun 2024 menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pada
Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam
mencapai sasaran. Pengukuran realisasi kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan

membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Pengukuran
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dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan
data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data

sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Tujuan

Tahun 2024
No Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian (%)

1 Kontribusi Produksi Sektor Milyar Rupiah 72,7 86,49 118,97

Perikanan Terhadap PDRB

(Milyar Rupiah)
2 Indeks Ketahanan Pangan Point 83,5 83.86 100,43
3 Nilai SAKIP Nilai 72,25 70,90 98,13

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi target indikator tujuan dapat tercapai
dengan Sangat Baik karena pencapaian dari setiap indikator melebihi 91%. Faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat ketercapaian indikator antara lain :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Target kontribusi produksi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar
Rp. 72.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.490.119.275,- dengan nilai
capaian kinerja 118,97%. Meskipun produksi menurun akan tetapi kenaikan harga pada
komoditas unggulan perikanan menyebabkan tingginya nilai raman dari produksi
perikanan baik tangkap maupun budidaya yang menjadi faktor tercapainya realisasi
target.

2. Indikator tujuan Kedua adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar 83,6 dari target 83,5.
Tercapainya nilai Indeks Ketahanan Pangan ini dipengaruhi oleh Ketersediaan Pangan,
Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Dalam aspek Ketersediaan Pangan dan Akses
Pangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai
kegiatan diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Intervensi Daerah Rawan
Pangan serta Pengadaan Cadangan Pangan Daerah. Sedangkan dalam aspek
pemanfaatan pangan dilakukan upaya sosialisasi Kegiatan B2SA (Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman) kepada masyarakat dan sekolah-sekolah

3. Indikator tujuan Ketiga adalah Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 dari target 72,25 dengan nilai capaian
98,13%. Capaian Nilai SAKIP ini dipengaruhi oleh komitmen seluruh pegawai dalam
memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, melakukan evaluasi dan
pengumpulan data secara rutin melalui pemanfaatan aplikasi SiGenah, melakukan

publikasi seluruh informasi tentang perencanaan melalui website OPD dan E-Sakip serta
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menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal

Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Sasaran

Tahun 2024
No Indikator Kinerja Satuan et
N apaian
Target Realisasi (%)
1 E’;;;;entase Peningkatan Produksi Perikanan % 0,5 222,30 -4460,00
2 Skor Pola Pangan Harapan (Skor) Skor 85 94,93 111,68
3 | Nilai LHE AKIP DKPKP Nilai 89,94 70,90 78,83

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi perikanan Tahun 2024 mengalami
penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Berdasarkan hasil pendataan Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Pangandaran diperoleh data produksi
sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Tahun 2024 : 2257.68 Ton
2. Produksi Perikanan Tahun 2023 : 2905.66 Ton
Persentase peningkatan produksi perikanan dapat dihitung dengan menggunakan formulasi

sebagai berikut :

Produksi Tahun n — Produksi Tahun(n-1)

Peningkatan Produksi Perikanan = - x 100%
Produksi Tahun (n-1)

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi persentase produksi perikanan mengalami
penurunan sebesar -22,30% dari target 0,5%. Sehingga persentase capaiannya sangat
rendah sekali yaitu -4460% (Sangat Kurang Baik). Penurunan produksi perikanan ini
disebabkan karena masih adanya aktifitas penjualan ikan diluar Tempat Pelelangan Ikan
sehingga ada data produksi yang tidak terdata. Namun demikian, jika dibandingkan dengan
target produksi pada Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan realisasi
Tahun 2024 jauh melebihi target yang sudah ditentukan seperti yang disajikan pada tabel
berikut :

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan

No Produksi Perikanan 2023 (Ton) 2024 (Ton)
1 Target Produksi Perikanan pada Renstra 1535,49 1539,82
2 Realisasi Produksi Perikanan 2905.66 2257.68

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga
dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal
adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi
pangan penduduk. Skor PPH dapat diperoleh dengan formulasi seperti berikut :

PPH = % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing Kelompok Pangan
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Dari hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa capaian Skor
PPH Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Tabel 10. Perhitungan Skor PPH

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
No Kelompok Pangan Persen AKE Bobot Skor PPH
1. Padi-padian 63,5 X 0,5 = 25,00
2. Umbi-umbian 3,1 X 0,5 = 1,53
3. Pangan Hewani 12,4 X 2,0 = 24,00
4. Minyak dan Lemak 12,9 X 0,5 = 5,00
5. Buah/biji Berminyak 0,8 X 0,5 = 0,39
6. Kacang-kacangan 3,8 X 2,0 = 7,69
7. Gula 2,6 X 0,5 = 1,32
8. Sayur dan Buah 7,7 X 5,0 = 30,00
9. Lain-lain 3,2 X - = 25,00
JUMLAH 110,0 94,93

Sumber: Buku Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pangandaran 2024/2025
Berdasarkan Susenas BPS Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, capaian skor PPH Konsumsi Tahun 2024 adalah
94,93 dari target sebesar 85,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
indikator sasaran telah memenuhi target.

Skor PPH Konsumsi merupakan suatu instrumen sederhana untuk menggambarkan
dan mengevaluasi situasi konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah yang selanjutnya
dapat dijadikan bahan rekomensasi penyusunan kebijakan atau digunakan untuk
merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Semakin tinggi
capaian skor PPH Konsumsi merepresentasikan pola konsumsi masyarakat yang sudah
memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Adapun skor maksimal
PPH Konsumsi yaitu 100 poin.

Realisasi Skor PPH Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 telah mencapai target
RPIMD. Hal tersebut disebabkan karena telah meningkatnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang
dan aman (B2SA) dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi perbaikan
pola konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, faktor yang mendukung realisasi skor PPH
tersebut yaitu tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup
dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi
masyarakat.

Namun, realisasi tersebut masih belum mencapai proporsi keseimbangan energi
yang ideal menurut kelompok pangan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pemahaman
masyarakat yang masih kurang merata akan urgensi pola konsumsi pangan B2SA sehingga
belum terbentuknya perilaku konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Daya beli
masyarakat yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan oleh pendapatan
masyarakat yang masih kurang. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan daya
beli masyarakat yaitu ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Pangandaran mayoritas
diperoleh dari luar daerah sehingga memperpanjang rantai pasok yang menyebabkan
harga pangan di Kabupaten Pangandaran cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah
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produsen. Namun demikian, harga pangan tersebut cenderung stabil (tidak terjadi gejolak

harga yang signifikan). Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat

yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan yang B2SA.

Tabel 11. Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN CAPAIAN ANGGARAN
INDIKATOR TARGET REALISASI (%)
PENUNJANG - Persentase sarana prasarana - 90% - 90% - 100 4.449.999.091
URUSAN kantor yang terpenuhi
PEMERINTAHAN
DAERAH - Persentase laporan keuangan - 90% - 90% - 100
KABUPATEN/KOTA dengan kualitas baik
- Persentase peningkatan
kompetensi aparatur - 90% - 90% - 100
- Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja yang - 90% - 90% - 100
berkualitas
Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 2 dokumen 100 55.016.100
Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
dan Evaluasi daerah
Kinerja Perangkat Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100 32.188.100
Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan  Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 24 laporan 24 laporan 100 22.828.000
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Jumlah dokumen administrasi 4 dokumen 4 dokumen 100 3.647.183.833
Keuangan keuangan perangkat daerah
Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang vyang 468 379 80,98 3.615.435.233
ASN Menerima Gaji dan orang/bulan orang/bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 30.750.000
dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 laporan 1 laporan 100 400.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 13 laporan 13 laporan 100 598.600
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi 1 dokumen 1 dokumen 100 29.647.500
Barang Milik Barang Milik Daerah pada
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 100 29.647.500
Daerah pada SKPD pada SKPD yang dikelola
Administrasi Jumlah dokumen administrasi 1 dokumen 1 dokumen 100 29.500.000
Pendapatan pendapatan daerah
Daerah kewenangan Perangkat Daerah
Kewenangan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan 12 dokumen 12 dokumen 100 29.500.000
Perangkat Daerah Daerah Retribusi Daerah
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi -
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang -
Perundang-Undangan Mengikuti  Sosialisasi - - -
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Jumlah dokumen Administrasi 7 dokumen 7 dokumen 100 184.208.037
Umum Perangkat Umum Perangkat Daerah
Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket 10 paket 10 paket 100 2.683.500
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan  Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 72 paket 72 paket 100 90.951.700
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan 5 paket 5 paket 100 13.824.104
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 5 paket 5 paket 100 4.520.426
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 204 252 123,53 17.828.700
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- dokumen dokumen
Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 14 dokumen 12 dokumen 85,71 54.399.607
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Penyediaan Jasa Jumlah dokumen Penyediaan 3 dokumen 3 dokumen 100 272.004.657
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah  Laporan 12 laporan 12 laporan 100 750.000
Penyediaan Jasa  Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 12 laporan 100 80.897.082
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 12 laporan 100 190.357.575
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Jumlah dokumen Pemeliharaan 3 dokumen 3 dokumen 100 232.438.964
Barang Milik Barang Milik Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Urusar_\ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 11 unit 11 unit 100 60.255.684
Pemerintahan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 10 unit 9 Unit 90 10.513.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit 3 unit 100 161.670.280
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PENGELOLAAN Persentase peningkatan 8% 51.58% 644.75% 1.027.506.139
SUMBER DAYA ketersediaan cadangan pangan
EESESLTTX“TUK Penyediaan Jumlah dokumen penyediaan 1 dokumen 1 dokumen 100 1.027.506.139
DAN Infrastruktur dan infrastruktur dan sgll:lruh
KEMANDIRIAN Seluruh pendukung Kemandiriaan
PANGAN Penduku_n_g pangan
Kemandirian Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Pendukung 5 unit 5 unit 100 1.027.506.139
Pangan sesuai Pendukung Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan yang
Kewenangan Lainnya Tersedia
Daerah
Kabupaten/Kota
PENINGKATAN - Angka Kecukupan Energi -2100 -2309 -100 389.849.400
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN - Angka Kecukupan Protein -57 - 68.5 -120.18
IF:/IAA';(iﬁgAKAT Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan 2 dokumen 1 dokumen 50 147.357.000
Penyaluran dan Penyaluran Pangan Pokok
Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai
atau Pangan dengan kebutuhan daerah
Lainnya sesuai Kabupaten / Kota dalam rangka
dengan stabilitas Pasokan dan Harga
Kebutuhan Daerah Pangan
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan 24 laporan 24 laporan 100 147.357.000
dalam rangka Pemantauan Stok, sinkronisasi pemantauan stok
Stabilisasi Pasokan | Pasokan dan Harga Pangan pangan, pasokan pangan dan
dan Harga Pangan | Pokok Strategis harga pangan Pokok Strategis
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen 100 169.000.000
Keseimbangan dan Keseimbangan Cadangan
Cadangan Pangan Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan 10 ton 13 ton 130 169.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen 100 73.492.400
Pencapaian Target Pencapaian  Target
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun Perkapita/Tahun sesuai
sesuai dengan dengan Angka Kecukupan Gizi
Angka Kecukupan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pemberdayaan 12 laporan 12 laporan 100 73.492.400
Gizi dalam Penganekaragaman Kelompok Masyarakat dalam
Konsumsi Pangan Berbasis Penganekaragaman Konsumsi
Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
PENANGANAN Persentase desa rentan rawan 3% 0% 100 33.345.000
KERAWANAN pangan (jumlah)
PANGAN Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan 2 dokumen 1 dokumen 50 33.345.000
Kerawanan Kerawanan Pangan
Pangan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan 12 laporan 12 laporan 100 33.345.000
Penanganan Kerawanan Pangan Sinkronisasi Penanganan
dan Gizi Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota
PENGAWASAN Persentase pangan segar aman 65% 90% 138,46 2.831.800
KEAMANAN
PANGAN Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 1 dokumen 50 2.831.800
Pengawasan Pengawasan Keamanan
Keamanan Pangan Pangan
Segar Daerah Segar Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 dokumen 1 dokumen 100 2.831.800
keamanan dan mutu pangan Pengujian Mutu dan Keamanan
segar asal tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,30% -25.96% -8653,33 5.050.196.038
PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap
TANGKAP Pengelolaan Jumlah dokumen Pengelolaan 3 dokumen 3 dokumen 100 4.082.991.192
Penangkapan Ikan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai, | Penyediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha 1 unit 1 unit 100 1.597.991.192
Danau,Waduk, Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap yang
Rawa, dan Tersedia
Genangan Air Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan 9 unit 9 unit 100 2.485.000.000
Lainnya yang Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan
dapat Diusahakan | Tangkap Tersedia
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Jumlah Laporan Pemberdayaan 3 laporan 3 laporan 100 63.719.000
Nelayan Kecil Nelayan Kecil
dalam Daerah Pengembangan Kapasitas Jumlah  Nelayan  Kecil 500 orang 624 orang 124,8 63.719.000
Kabupaten/Kota Nelayan Kecil yang  Meningkat Kapasitasnya

24




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi

Pengelolaan dan Jumlah dokumen Pengelolaan 2 dokumen 2 dokumen 100 903.485.846
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Tempat
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
(P_ﬁl)ell)angan Tkan Pelayanan Penyelenggaraan Jumlah Layanan dalam rangka 8 layanan 8 layanan 100 903.485.846
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,20% 6.69 3345 10.563.540.272
PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya
BUDIDAYA
Pemberdayaan Jumlah dokumen kelayakan 8 dokumen 252 3150 1.983.320.600
Pembudidaya Ikan usaha pembudidaya ikan skala dokumen
Kecil kecil
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi 7 kelompok 16 228,57 133.320.600
Pembudi Daya Ikan Kecil Daya Ikan Kecil yang Mengikuti kelompok
Pengembangan Kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Jumlah Kelompok Usaha yang 7 kelompok 11 157.14 1.850.000.000
Pendanaan, terfasilitasi Bantuan Pendanaan, kelompok
Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha Kemitraan Usahanya
Penerbitan Tanda Jumlah dokumen izin usaha 100 97 dokumen 97 4.400.000
Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil dokumen
Pembudi Daya
Tkan Kecil (TDPIK)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Jumlah Rekomendasi Perizinan 48 97 202,08 4.400.000
Daftar bagi Pembudi Dayaan Berusaha bagi Pembudi Dayaan rekomendasi rekomendasi
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 Ikan Kecil yang Menjadi
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah produksi perikanan 275 Ton 347,86 Ton 126,49 8.575.819.672
Pembudidayaan budidaya
Ikan Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana 2 Unit 6 Unit 300 5.484.811.850
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1
dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana 2 Unit 3 Unit 150 68.555.667
Sarana Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1
dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2.686.250.000
dan Lingkungan Budidaya dalam lingkungan Budidaya dalam 1
1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan
Kesehatan Tkan
Perencanaan, Pengembangan, Luas Lahan untuk 6 Ha 6 Ha 100 336.202.155
Pemanfaatan dan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perlindungan Lahan untuk yang Direncanakan,
Pembudidayaan Dikembangkan, Dimanfaatkan
Ikan di Darat dan Dilindungi
PENGAWASAN Persentase Usaha Perikanan -
SUMBER DAYA Darat yang Memenuhi - - -
KELAUTAN DAN Ketentuan
PERIKANAN Pengawasan Jumlah dokumen Pengawasan -
Sumber Daya Sumber Daya Perikanan - - -
Perikanan di Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil -
Wilayah Sungai, Tangkap di Wilayah Sungai, Pengawasan Sumber Daya - - -
Danau, Waduk, Danau, Waduk, Rawa, dan Perikanan Tangkap di Wilayah
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
Genangan Air dapat Diusahakan dan Genangan Air Lainnya
Lainnya yang dalam Kabupaten/Kota yang Dapat Diusahakan
dapat Diusahakan dalam
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PENGOLAHAN Persentase penyediaan pasar 90% 94,34% 104,82 630.000.000
DAN PEMASARAN terhadap produksi hasil
HASIL PERIKANAN perikanan
Penyediaan dan Jumlah laporan Penyediaan dan 2 dokumen 2 dokumen 100 630.000.000
Penyaluran Bahan Penyaluran Bahan Baku
Baku Industri Peningkatan Ketersediaan Tkan | Jumlah Peningkatan 6 Ton 6 Ton 100 30.000.000
Pengolahan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Ketersediaan Ikan untuk
dalam 1 (satu) Pengolahan dalam 1 (satu) Konsumsi dan Usaha
DaerahKabupaten/ | paerah Kabupaten/Kota Pengolahan Dalam 1 (Satu)
Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Jumlah Pelaku Usaha 50 pelaku 50 pelaku 100 600.000.000
Usaha Perikanan Skala Mikro Perikanan Skala Mikro dan usaha usaha

TOTAL

22.147.267.740

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
Cara yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran Tahun 2024 dengan

tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
(2023) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 12. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No Indikator Kinerja Target Realisasi
2024 2024 2023
1 | Kontribusi Produksi Sektor Perikanan 72,7 86,49 71.21
Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)
2 | Indeks Ketahanan Pangan 83,5 83.86 83,57
3 | Nilai SAKIP 72,25 70,90 (BB) | 63,55 (B)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator tujuan pertama capaian realisasi kontribusi produksi sektor perikanan
terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar Rp. 86.490.119.275,- atau mengalami
peningkatan sebesar Rp. 15.271.433.856,- dari capaian Tahun 2023 (Rp.
71.218.685.419,-). Hal ini dikarenakan tingginya nilai produksi dari perikanan tangkap
dan perikanan budidaya.

2. Indikator tujuan kedua, capaian realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024
sebesar 83,86 atau mengalami peningkatan sebesar 3,29 dibandingkan capaian Tahun
2023 (83,57). Peningkatan angka IKP ini dikarenakan adanya peningkatan akses
pangan, ketersediaan cadangan dan sosialisasi pemanfaatan pangan yang intensif
kepada masyarakat.

3. Indikator tujuan ketiga, capaian realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 atau
mengalami peningkatan sebesar 7,35 dibandingkan capaian Tahun 2023 (63,55).
Peningkatan ini dikarenakan karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas
Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam Perencanaan, Pengukuran,

Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi
No Indikator Kinerja T:;g:t
2024 2023
1 Per§entase Peningkatan Produksi % 222,30 0,85
Perikanan (%)
2 | Skor Pola Pangan Harapan (Skor) Skor 94,93 94,90
3 | Nilai LHE AKIP DKPKP Nilai 70,90 63,55

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator sasaran pertama, Tahun 2024 terjadi penurunan produksi perikanan sebesar
21,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya
proses jual beli diluar Tempat Pelelangan Ikan serta faktor cuaca yang menyebabkan
menurunnya hasil tangkap nelayan.

2. Indikator sasaran kedua, capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024
sebesar 94,93 poin atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan
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Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam

pemanfaatan pangan untuk konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Aman dan Sehat

serta tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan

berkualitas
3. Indikator tujuan ketiga, capaian realisasi Nilai LHE AKIP Tahun 2024 sebesar 70,90
atau mengalami peningkatan sebesar 7,35 dibandingkan capaian Tahun 2023 (63,55).

Peningkatan ini dikarenakan karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas

Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pengukuran,

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan
Tahun 2024

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET
2024

REALISASI

2024

2023

PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- Persentase sarana prasarana
kantor yang terpenuhi

- Persentase laporan keuangan
dengan kualitas baik

- Persentase peningkatan
kompetensi aparatur

- Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja yang
berkualitas

- 90%

- 90%

- 90%

- 90%

- 90%

- 90%

- 90%

- 90%

- 56%

-44%

-37%

- 53%

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi kinerja perangkat
daerah

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan  Perangkat
Daerah

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

24 laporan

24 laporan

20 laporan

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi
keuangan perangkat daerah

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang vyang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

468
orang/bulan

379
orang/bulan

490
orang/bulan

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

13 laporan

13 laporan

13 laporan

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

6 Jenis

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Barang Milik Daerah
pada SKPD yang dikelola

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi
pendapatan daerah
kewenangan Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan
Retribusi Daerah

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

1 dokumen

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah  Orang yang
Mengikuti  Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan

35 orang

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen Administrasi
Umum Perangkat Daerah

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen
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Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket 10 paket 10 paket 10 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan  Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 72 paket 72 paket 72 paket
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan 5 paket 5 paket 5 paket
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 5 paket 5 paket 5 paket
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 204 252 168
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- dokumen dokumen dokumen
Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 14 dokumen 12 dokumen 14 dokumen
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Jumlah dokumen Penyediaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah  Laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Penyediaan Jasa  Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Jumlah dokumen Pemeliharaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Barang Milik Barang Milik Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 11 unit 11 unit 11 unit
Pemerintahan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 10 unit 9 Unit 10 unit
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit 3 unit 3 unit
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PENGELOLAAN Persentase peningkatan 8% 51.58% 0
SUMBER DAYA ketersediaan cadangan pangan
EKONOMI UNTUK Penyediaan Jumlah dokumen penyediaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
KEDAULATAN Infrastruktur dan infrastruktur dan seluruh
DAN Seluruh pendukung Kemandiriaan
KEMANDIRIAN Pendukung pangan
PANGAN Kemandirian Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Pendukung 5 unit 5 unit 5 unit
Pangan sesuai Pendukung Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan yang
Kewenangan Lainnya Tersedia
Daerah
Kabupaten/Kota
PENINGKATAN - Angka Kecukupan Energi -2100 -2309.95 -2180
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN - Angka Kecukupan Protein -57 - 68.5 - 62
PANGAN Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
MASYARAKAT Penyaluran dan Penyaluran Pangan Pokok
Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai
atau Pangan dengan kebutuhan daerah
Lainnya sesuai Kabupaten / Kota dalam rangka
dengan stabilitas Pasokan dan Harga
Kebutuhan Daerah Pangan
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan 24 laporan 24 laporan 24 laporan
dalam rangka Pemantauan Stok, sinkronisasi pemantauan stok
Stabilisasi Pasokan | Pasokan dan Harga Pangan pangan, pasokan pangan dan
dan Harga Pangan Pokok Strategis harga pangan Pokok Strategis
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen N/A
Keseimbangan dan Keseimbangan Cadangan
Cadangan Pangan Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan 10 ton 13 ton N/A
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pencapaian Target Pencapaian  Target
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun Perkapita/Tahun sesuai
sesuai dengan dengan Angka Kecukupan Gizi
Angka Kecukupan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pemberdayaan 12 laporan 12 laporan 3 laporan
Gizi dalam Penganekaragaman Kelompok Masyarakat dalam
Konsumsi Pangan Berbasis Penganekaragaman Konsumsi
Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
PENANGANAN Persentase desa rentan rawan 3% 0 1,10%
KERAWANAN pangan (jumlah)
PANGAN Penanganan Jumlah Dokumen Penanganan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kerawanan Kerawanan Pangan
Pangan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Penanganan Kerawanan Pangan Sinkronisasi Penanganan
dan Gizi Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota
PENGAWASAN Persentase pangan segar aman 65% 90% 69,8%
KEAMANAN
PANGAN Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pengawasan Pengawasan Keamanan
Keamanan Pangan Pangan

Segar Daerah Kabupaten/Kota
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Segar Daerah Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kabupaten/Kota keamanan dan mutu pangan Pengujian Mutu dan Keamanan
segar asal tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,30% -25.96%
PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap
TANGKAP Pengelolaan Jumlah dokumen Pengelolaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penangkapan Ikan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai, Penyediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha 1 unit 1 unit 1 unit
Danau,Waduk, Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap yang
Rawa, dan Tersedia
E;:?‘;ga;;:g Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan 9 unit 9 unit 7 unit
dapat Diusahak Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan
pat Dlusanaikan Tangka Tersedia
dalam 1 (satu) gkap
Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Jumlah Laporan Pemberdayaan 3 laporan 3 laporan 2 laporan
Nelayan Kecil Nelayan Kecil
dalam Daerah Pengembangan Kapasitas Jumlah  Nelayan  Kecil 500 orang 624 orang 500 orang
Kabupaten/Kota Nelayan Kecil yang  Meningkat Kapasitasnya
Pengelolaan dan Jumlah dokumen Pengelolaan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Tempat
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
E’_ﬁl)eil)angan Tkan Pelayanan Penyelenggaraan Jumlah Layanan dalam rangka 8 layanan 8 layanan 8 layanan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 0,20% 6.69
PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya
BUDIDAYA
Pemberdayaan Jumlah dokumen kelayakan 8 dokumen 252 8 dokumen
Pembudidaya Ikan usaha pembudidaya ikan skala dokumen
Kecil kecil
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi 7 kelompok 16 10
Pembudi Daya Ikan Kecil Daya Ikan Kecil yang Mengikuti kelompok kelompok
Pengembangan Kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Jumlah Kelompok Usaha yang 7 kelompok 11 N/A
Pendanaan, terfasilitasi Bantuan Pendanaan, kelompok
Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha Kemitraan Usahanya
Penerbitan Tanda Jumlah dokumen izin usaha 100 97 dokumen 75 dokumen
Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil dokumen
Pembudi Daya
Ikan Kecil (TDPIK)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Jumlah Rekomendasi Perizinan 48 97 44
Daftar bagi Pembudi Dayaan Berusaha bagi Pembudi Dayaan rekomendasi rekomendasi rekomendasi
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 Ikan Kecil yang Menjadi
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah produksi perikanan 275 Ton 347,86 Ton 326,06 Ton
Pembudidayaan budidaya
Ikan Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana 2 Unit 6 Unit 1 Unit
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1
dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana 2 Unit 3 Unit 2 Unit
Sarana Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan lkan dalam 1
dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan 1 Dokumen 1 Dokumen N/A
dan Lingkungan Budidaya dalam | lingkungan Budidaya dalam 1
1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan
Kesehatan Tkan
Perencanaan, Pengembangan, Luas Lahan untuk 6 Ha 6 Ha N/A
Pemanfaatan dan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perlindungan Lahan untuk yang Direncanakan,
Pembudidayaan Dikembangkan, Dimanfaatkan
Ikan di Darat dan Dilindungi
PENGAWASAN Persentase Usaha Perikanan 25%
SUMBER DAYA Darat yang Memenuhi - -
KELAUTAN DAN Ketentuan
PERIKANAN Pengawasan Jumlah dokumen Pengawasan 2 dokumen
Sumber Daya Sumber Daya Perikanan - -
Perikanan di Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen
Wilayah Sungai, Tangkap di Wilayah Sungai, Pengawasan Sumber Daya - -
Danau, Waduk, Danau, Waduk, Rawa, dan Perikanan Tangkap di Wilayah
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
Genangan Air dapat Diusahakan dan Genangan Air Lainnya
Lainnya yang dalam Kabupaten/Kota yang Dapat Diusahakan
dapat Diusahakan dalam
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PENGOLAHAN Persentase penyediaan pasar 90% 94,34% 33%
DAN PEMASARAN terhadap produksi hasil
HASIL PERIKANAN perikanan
Penyediaan dan Jumlah laporan Penyediaan dan 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen
Penyaluran Bahan Penyaluran Bahan Baku
Baku Industri Peningkatan Ketersediaan Ikan Jumlah Peningkatan 6 Ton 6 Ton 5,5 Ton
Pengolahan Tkan untuk Konsumsi dan Usaha Ketersediaan Ikan untuk
dalam 1 (satu) Pengolahan dalam 1 (satu) Konsumsi dan Usaha
DaerahKabupaten/ | Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan Dalam 1 (Satu)
Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Jumlah Pelaku Usaha 50 pelaku 50 pelaku N/A
Usaha Perikanan Skala Mikro Perikanan Skala Mikro dan usaha usaha

dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi
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3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka

Menengah

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan target akhir RPJMD

Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disajikan dalam

tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Akhir

RPIMD
NO Tujuan Dinas Indikator Tujuan Dinas | Target Akhir Realisasi Capaian
RPIJMD Tahun 2024 (%)
1 | Optimalisasi Kontribusi Produksi sector 73,94 86,49 116,97
pertumbuhan ekonomi | perikanan terhadap PDRB
sector unggulan (Milyar Rupiah)
Indeks Ketahanan Pangan 84,5 83,86 99,24
(Indeks)
2 | Meningkatkan kualitas | Nilai SAKIP 81,25-85,00 70,9 87,26
dan kapasitas tata
kelola  pemerintahan
yang baik  (good
governance)

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target

Akhir RPIMD
NO Sasaran Dinas Indikator Sasaran Target Akhir Realisasi Capaian
Dinas RPIJMD Tahun 2024 (%)
1 | Meningkatkan Persentase Peningkatan 0,5 -22,3 -4460,00
Produktivitas Produksi Perikanan (%)
Perikanan
2 | Mewujudkan Skor Pola Pangan 95 94,93 99,93
Ketahanan Pangan Harapan (Skor)
Berbasis Masyarakat
3 | Meningkatnya Nilai LHE AKIP DKPKP 89,96 70,9 78,81
akuntabilitas kinerja
DKPKP

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketercapaian kinerja dengan target
akhir RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indikator tujuan pertama, realisasi kontribusi produksi sektor perikanan terhadap PDRB
Tahun 2024 sebesar Rp. 86.490.119.275,- atau 116,97% dari target akhir RPJMD
sebesar Rp. 73.940.000.000,-

2. Indikator tujuan kedua, realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar 83,86
dan masih membutuhkan 0,64 untuk mencapai target akhir RPJMD 84,5.

3. Indikator tujuan ketiga, realisasi Nilai SAKIP sebesar 70,90 atau 87,26% dari target
akhir RPJMD 81,25. Dengan demikian masih membutuhkan 10,35 untuk mencapai
target akhir RPIJMD.

4. Indikator sasaran pertama, realisasi persentase produksi perikanan Tahun 2024
mengalami penurunan sebesar -22,30% dari target 0,5%. Sehingga persentase
capaiannya sangat rendah sekali yaitu -4460% (Sangat Kurang Baik). Penurunan
produksi perikanan ini disebabkan karena masih adanya aktifitas penjualan ikan diluar

Tempat Pelelangan Ikan sehingga ada data produksi yang tidak terdata.
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5. Indikator sasaran kedua, realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2024 sebesar
94,93 atau 99,93% dari target akhir RPJMD sebesar 95. Sehungga membutuhkan 0,07
untuk mencapai target akhir RPJMD

6. Indikator sasaran ketiga, realisasi Nilai LHE AKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 atau

78,81% dari target akhir RPJMD sebesar 89,96. Sehingga membutuhkan 19,06 untuk
mencapai target akhir RPJMD

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Propinsi dan

Nasional

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan target akhir

Perubahan Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pangandaran disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target

Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024

NO Tujuan Dinas Indikator Tujuan Dinas Realisasi Target Target
2024 Propinsi Jawa Nasional
Barat
1 | Optimalisasi Kontribusi Produksi sector 86,49 N/A N/A
pertumbuhan ekonomi | perikanan terhadap PDRB
sector unggulan (Milyar Rupiah)
Indeks Ketahanan Pangan 83,86 82,97 N/A
(Indeks)
2 Meningkatkan kualitas | Nilai SAKIP 70,9 N/A N/A
dan kapasitas tata
kelola  pemerintahan
yang baik  (good
governance)

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target

Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024

NO Sasaran Dinas Indikator Sasaran Realisasi Target Target
Dinas 2024 Propinsi Jawa Nasional
Barat

1 | Meningkatkan Persentase Peningkatan -22,3 N/A N/A
Produktivitas Produksi Perikanan (%)
Perikanan

2 | Mewujudkan Skor Pola Pangan 94,93 93,28 93,48
Ketahanan Pangan Harapan (Skor)
Berbasis Masyarakat

3 | Meningkatnya Nilai LHE AKIP DKPKP 70,9 N/A N/A
akuntabilitas kinerja
DKPKP

Berdasarkan tabel diatas,

realisasi Indikator Tujuan Pertama Indeks Ketahanan Pangan

(IKP) Tahun 2024 sebesar 83,86. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target
IKP Propinsi Jawa Barat yang sebesar 82,97. Sedangkan realisasi Indikator Sasaran Kedua
Skor Pola Pangan Harapan sebesar 94,93. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan target Skor PPH Propinsi Jawa Barat (93,28) dan skor PPH Nasional (93,48).
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3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator
kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024, diperoleh informasi
bahwa capaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024
berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja
capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Peningkatan/Penurunan Indikator Tujuan

NO Tujuan Dinas Indikator Tujuan Dinas Peningkatan/Penurunan
1 | Optimalisasi _ Kontribusi Produksi sect "
perumbutan eonomi | Kot ede secorperlarn | oo penngiatan
Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) Terjadi Peningkatan

2 | Meningkatkan kualitas
dan kapasitas tata

kelola  pemerintahan Nilai SAKIP Terjadi Peningkatan
yang baik  (good
governance)

Tabel 20. Peningkatan/Penurunan Indikator Sasaran

NO Sasaran Dinas Indikator Sasaran Dinas Peningkatan/Penurunan
1 | Meningkatkan Produktivitas Persentase Peningkatan Produksi Terjadi Penurunan
Perikanan Perikanan (%)
2 | Mewujudkan Ketahanan Skor Pola Pangan Harapan (Skor) Terjadi Peningkatan

Pangan Berbasis Masyarakat

3 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai LHE AKIP DKPKP Terjadi Peningkatan
kinerja DKPKP

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan
penurunan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)

- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Kontribusi

Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB antara lain :

a. Jenis ikan yang ditangkap nelayan merupakan jenis ikan bernilai ekonomis
tinggi, diantaranya Bawal Putih, Lobster, Layur yang merupakan komoditas
ekspor;

b. Pencatatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
sudah berjalan dengan baik;

c. Adanya kegiatan pengawasan produksi perikanan tangkap serta
pengawasan sumberdaya ikan;

d. Terealisasinya program-program bantuan sarana dan prasarana
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pembudidayaan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :

a. Masih terdapat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar
Tempat Pelelangan Ikan sehingga produksi hasil tangkapan masih ada
yang tidak tercatat (unreported fishing);

b. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga menghambat kegiatan penangkapan
ikan;

c. Masih adanya kecenderungan nelayan memilih untuk menangkap Benih
Bening Lobster (BBL) dibandingkan menangkap ikan jenis lain, sedangkan
di lain sisi produksi Benih Bening Lobster (BBL) tidak dapat dicatat karena
tidak sesuai dengan aturan perundangan;

d. Sertifikasi produk yang masih sedikit di minati pelaku UKM dan
POKLAHSAR.

- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

a. Monitoring dan Evaluasi transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan
(TPI);

b. Pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap aktivitas
unreported fishing dengan mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas) serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi
Pamong Praja, Polair dan stakeholder terkait lainnya;

c. Sosialisasi Peraturan yang berlaku;

d. Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya baik di Balai Benih Ikan
maupun di masyarakat seperti sumur bor, pompanisasi dan alat pengukur
kualitas air;

e. Terbitnya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan;

f. Memberikan sosialisasi skema alur pengajuan sertifikasi kepada pelaku
usaha.

2. Indeks Ketahanan Pangan
- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan

Pangan antara lain :

a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya
aplikasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman
(B2SA) dalam kehidupan sehari-hari;

b. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang
cukup dan berkualitas baik, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara
mudah untuk dikonsumsi;

c. Tercapainya target realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten
Pangandaran tidak terlepas realisasinya dari terlaksananya berbagai
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program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Bidang
Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

d. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait
penyediaan anggaran untuk mendukung program ataupun Kkegiatan
sebagai tindak lanjut dari hasil analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :

a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan
tepung terigu, sementara konsumsi karbohidrat dari bahan pangan
lainnya seperti jagung, dan kelompok umbi-umbian meliputi singkong,
ubi jalar, kentang, dan ubi lainnya masih rendah;

b. Masih tingginya konsumsi lemak, terutama dari jenis minyak lainnya
(minyak sawit dan lain-lain) yang tidak diproduksi di dalam daerah;

c. Masih rendahnya konsumsi protein nabati yang berasal dari kelompok
kacang-kacangan, meliputi kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau,
dan kacang lainnya;

d. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok buah/biji berminyak yang
meiputi kelapa dan kemiri;

e. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok gula yang meliputi gula pasir
dan gula merah;

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

a. Digencarkannya program percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan melalui sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan
aman (B2SA) baik di Kecamatan, Desa Lokus Stunting, maupun sekolah;

b. Pemberdayaan TP PKK Kecamatan untuk memberikan edukasi hingga
tingkat rumah tangga tentang menu makan harian yang memenuhi
kaidah B2SA melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat;

c. Terlaksananya program pelatihan pengolahan pangan berbasis sumber
daya lokal, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat untuk
dapat menerapkan gerakan diversifikasi pangan.

d. Terlaksananya kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Daerah

e. Terlaksananya intervensi berupa pemberian bantuan paket bahan
pangan untuk masyarakat di desa rentan rawan pangan;

f. Adanya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk
daerah yang rawan terjadi bencana, seperti banjir;

g. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan gizi
kurang dan stunting pada balita;

h. Pembinaan kepada seluruh kelompok penerima manfaat program
ketahanan pangan terkait penerapan konsumsi pangan yang beragam,

bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), penerapan gerakan diversifikasi
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pangan untuk memanfaatkan pangan lokal, serta agar berperan aktif
mengantisipasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerahnya
3. Nilai AKIP
- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Nilai Akuntabilitas
Kinerja antara lain :
a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat
secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah;
b. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja;
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak memenuhi target
b. Masih kurangnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan;
- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :
a. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan berkala
b. Memanfaatkan teknologi/aplikasi dalam prencanaan, pelaksanaan, dan

monev program dan kegiatan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang dibelanjakan
pada Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp 22.147.267.740,00 yang digunakan untuk
membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 16.260.829.834,00 atau sebesar
73,42%. Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran
strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 21. Alokasi Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1. | Meningkatkan Produktivitas Perikanan 16.243.736.310 11.190.177.452 68,89
2. | Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis 1.453.532.339 1.234.219.200 84,91
Masyarakat
3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP 4.449.999.091 3.836.433.182 86,21
Jumlah 22.147.267.740 16.260.829.834 73,42
Tabel 22. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) (%)
PENUNJANG 4.449.999.091 3.836.433.182 86,21
URUSAN
PEMERINTAHAN l;g;zr;c:gnga:rr;,n 55.016.100 28.426.320 51,67
DAERAH dan Evaluasi ’ Penyusunan Dokumen 32.188.100 17.898.320 55,61
KABUPATEN/KOTA Kinerja Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah ——
Koordinasi dan Penyusunan 22.828.000 10.528.000 46,12
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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Administrasi 3.647.183.833 3.269.834.551 89,65
Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 3.615.435.233 3.252.784.551 89,97
Perangkat Daerah ASN
Pelaksanaan Penatausahaan 30.750.000 16.550.000 53,82
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 400.000 - 0,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 598.600 500.000 83,53
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi 29.647.500 15.447.500 52,10
gzzgg ';)";'(‘j'; Penatausahaan Barang Milik 29.647.500 15.447.500 52,10
D h KPD
Perangkat Daerah aerah pada S
Administrasi 29.500.000 15.300.000 51,86
Pendapatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi |  29.500.000 15.300.000 51,86
Daerah Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah
Administrasi - - 0,00
Kepegawaian Sosialisasi Peraturan - - 0,00
Perangkat Daerah | peryndang-Undangan
Administrasi 184.208.037 150.898.307 81,92
Umum Perangkat  "penvediaan Komponen Instalasi 2.683.500 1.375.000 51,24
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan 90.951.700 90.950.428 100,00
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik 13.824.104 11.005.000 79,61
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan 4.520.426 2.137.800 47,29
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 17.828.700 14.940.000 83,80
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat 54.399.607 30.490.079 56,05
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa 272.004.657 159.517.204 58,65
Penun]_ang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 750.000 100,00
Pemerintahan
Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, 80.897.082 72.361.804 89,45
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan 190.357.575 86.405.400 45,39
Umum Kantor
Pemeliharaan 232.438.964 197.009.300 84,76
Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 60.255.684 38.830.300 64,44
Daerah Penunjang | gjaya pemeliharaan dan Pajak
Urusan Kendaraan Perorangan Dinas
Pemerintahan atau Kendaraan Dinas Jabatan
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan 10.513.000 6.448.000 61,33
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 161.670.280 151.731.000 93,85
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
PENGELOLAAN 1.027.506.139 1.006.077.800 97,91
SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN -
DAN Penyediaan 1.027.506.139 1.006.077.800 97,91
KEMANDIRIAN Infrastruktur dan
PANGAN Seluruh
Pendukung
Kemandirian
Pangan sesuai
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur 1.027.506.139 1.006.077.800 97,91
Pendukung Kemandirian Pangan
Lainnya
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PENINGKATAN 389.849.400 201.564.600 51,70
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan 147.357.000 137.757.000 93,49
Penyaluran
Pangan Pokok
atau Pangan
Lainnya sesuai
dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi 147.357.000 137.757.000 93,49
dalam rangka Pemantauan Stok,
Stabilisasi Pasokan | pasokan dan Harga Pangan
dan Harga Pangan | poyok Strategis
Pengelolaan dan 169.000.000 - 0,00
Keseimbangan Pengadaan Cadangan Pangan 169.000.000 - 0,00
Cadangan Pangan | pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan 73.492.400 63.807.600 86,82
Pencapaian Target |"pemberdayaan Masyarakat 73.492.400 63.807.600 86,82
Konsumsi Pangan | 45am penganekaragaman
Zggﬁ:?gz‘ La:r‘]“” Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber D Lokal
Angka Kecukupan umber baya Loka
Gizi
PENANGANAN 33.345.000 23.745.000 71,21
KERAWANAN
PANGAN
Penanganan 33.345.000 23.745.000 71,21
Kerawanan Koordinasi dan Sinkronisasi 33.345.000 23.745.000 71,21
Pangan Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PENGAWASAN 2.831.800 2.831.800 100,00
KEAMANAN
PANGAN
Pelaksanaan 2.831.800 2.831.800 100,00
Pengawasan Koordinasi dan sinkronisasi 2.831.800 2.831.800 100,00
g:gg]ragsgr:ﬁngan keamanan dan mutu pangan
| h
Kabupaten/Kota segar asal tumbuhan
PENGELOLAAN 5.050.196.038 4.607.899.887 91,24
PERIKANAN
TANGKAP Pengelolaan 4.082.991.192 4.062.275.138 99,49
Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai,
Danau,Waduk,
Rawa, dan Penyediaan Prasarana Usaha 1.597.991.192 1.577.275.138 98,70
Genangan Air Perikanan Tangkap
Lainnya yang
dapat Diusahakan
dalam 1 (satu) Penjaminan Ketersediaan 2.485.000.000 2.485.000.000 100,00
Daerah Sarana Usaha Perikanan
Kabupaten/ Kota Tangkap
Pemberdayaan 63.719.000 52.319.000 82,11
Nelayan Kecil
dalam Daerah -
Pengembangan Kapasitas 63.719.000 52.319.000 82,11
Kabupaten/Kota N elagyan Kecgill P
Pengelolaan dan 903.485.846 493.305.749 54,60
Penyelenggaraan  [pejavanan Penyelenggaraan 903.485.846 493,305.749 54,60
Tempat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelelangan Ikan
(TPD)
PENGELOLAAN 10.563.540.272 6.348.070.565 60,09
PERIKANAN Pemberdayaan 1.983320.600 | 1.981.290.500 99,90
BUDIDAYA Pembudidaya Ikan
A \ Pengembangan Kapasitas 133.320.600 133.002.440 99,76
Kecil Pembudi Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 1.850.000.000 1.848.288.060 99,91

Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha
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Penerbitan Tanda 4.400.000 4.400.000 100,00
Daftar bagi
Pembudi Daya
Ikan Kecil (TDPIK)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda 4.400.000 4.400.000 100,00
Daftar bagi Pembudi Dayaan
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan 8.575.819.672 4.362.380.065 50,87
Pembudidayaan  "penvediaan Prasarana 5.484.811.850 3.995.508.910 72,85
Ikan Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan 68.555.667 30.669.000 44,74
Sarana Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan 0,00
dan Lingkungan Budidaya dalam | 2.686.250.000 -
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Pengembangan, 100,00
Pemanfaatan dan 336.202.155 336.202.155
Perlindungan Lahan untuk
Pembudidayaan
Ikan di Darat
PENGAWASAN 0,00
SUMBER DAYA - -
KELAUTAN DAN Pengawasan 0,00
PERIKANAN Sumber Daya - -
Perikanan di Pengawasan Usaha Perikanan 0,00
Wilayah Sungai, Tangkap di Wilayah Sungai, - -
Danau, Waduk, Danau, Waduk, Rawa, dan
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Genangan Air dapat Diusahakan
Lainnya yang dalam Kabupaten/Kota
dapat Diusahakan
dalam
Kabupaten/Kota
PENGOLAHAN 37,18
DAN PEMASARAN 630.000.000 234.207.000
HASIL PERIKANAN | Penyediaan dan 37,18
Penyaluran Bahan 630.000.000 234.207.000
Baku Industri
Pengolahan Ikan . .
dalam 1 (satu) Peningkatan Ke_tersedlaan Ikan 100,00
DaerahKabupaten/ untuk Konsumsi dan Usaha 30.000.000 30.000.000
Kota Pengolahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku 34,03
Usaha Perikanan Skala Mikro 600.000.000 204.207.000
dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
TOTAL 22.147.267.740 | 16.260.829.834 73,42

Berdasarkan tabel diatas bahwa sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas

Perikanan dengan pagu anggaran paling besar akan tetapi realisasi dan capaiannya paling

rendah (68,89%) atau Cukup Efektif. Rendahnya capaian ini dikarenakan ada beberapa

kegiatan/pekerjaan yang pembayarannya dilakukan pada tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan

rumus rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006:
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Realisasi

Rasio Efektivitas = x 100%

Target
Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :
(1) Sangat tidak efektif (0 — 40%)
(2) Tidak efektif (40% - 60%)
(3) Cukup efektif (60% - 80%)
(4) Efektif (80% - 100%)
(5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung Tahun 2024 sebesar 73,42% dari total anggaran
belanja yang dialokasikan. Dengan demikian dapat disimpulkan akuntabilitas anggaran

masuk pada kategori Cukup Efektif.

3.5 EFISIENSI SUMBER DAYA
Untuk melihat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Dinas Kelautan Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 22. Efisiensi Sumberdaya

NO Sasaran Dinas Indikator Sasaran Capaian Penyerapan
Dinas Kinerja (%) | Anggaran (%)
1 | Meningkatkan Produktivitas Persentase Peningkatan -4460,00 68,89
Perikanan Produksi Perikanan (%)
2 | Mewujudkan Ketahanan Skor Pola Pangan 99,93 84,91
Pangan Berbasis Masyarakat Harapan (Skor)
3 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai LHE AKIP DKPKP 78,81 86,21
kinerja DKPKP
Tabel 23. Efisiensi Anggaran
No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Silpa (Rp) Capaian
(%)
1. | Meningkatkan 16.243.736.310 11.190.177.452 | 5.053.558.858,- 68,89
Produktivitas Perikanan
2. | Mewujudkan 1.453.532.339 1.234.219.200 219.313.139,- 84,91
Ketahanan Pangan
Berbasis Masyarakat
3. | Meningkatnya 4.449.999.091 3.836.433.182 613.565.909,- 86,21
akuntabilitas kinerja
DKPKP
Jumlah 22.147.267.740 16.260.829.834 | 5.886.437.906,- 73,42

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebesar 26,58% atau setara dengan Rp.
5.886.437.906,- Silpa tersebut merupakan hasil rasionalisasi anggaran serta kegiatan yang
bisa di efektifkan.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta
dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran
kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam
Tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan Perikanan
dan Ketahanan Pangan dapat disimpulkan :

1. Target indikator tujuan Tahun 2024 semua tercapai

2. Target indikator sasaran Tahun 2024 ada yang tidak tercapai (Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan)

3. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.886.437.906,-

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
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PERJANJIAN KINESIA

MUAHI TAHUW 2018
TANGHAP AHLI MUDA

PENGELOLA PRODLNE! P!HIHAHHH"H‘H PANGAN

N 5P

DS KELAUTAN PERIANAN CAN
A KEGTATAH ] -
% onanaeiran [ HDWATORIMERIA . - woas |
| yanan Juriah Laysnan caam n
jl ot Pololangas fhan (TRI} | Panyelonggassan Tampel Peleiingsn an | Laysan
2 | e — - ——{HPL T T
12 | Pongwniengen Kapasiis iy Heimyn Ko yang Memingket oeng | 200
3- Neiayn Hoch Kapostasnys I PR S
IM___HT I hIﬂH‘iLW_ - TUTHL”‘ 1
f mmmnm dmurhndahpimpinmmud | Laporan .
__ | Sengan ungy dan fungaima | dengan tuges dan Ringing®____— ——— """
B. ANGGARAH L
L3 REGITHA ANGGARAN | KETERANG _F_"_]
1. | Felayanan Penyeienatre Tompal Peicmngan Iken (TP} | Fp. 937, 2H 510 L
[ 2| Pengambangan Kapastas taeyan Kecl Rp. 29321279 o
TOTAL ANGGARAN Fp. Do8.616.064
. —
P, J.Hr'l.lﬂl" . ]
PIHAK KEDUS, PIHAK, PERTAMA
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN
NO URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
1 | Penyediaan Peralatan dan :,u';?lah : aket l:(eraiatan dan
" | Perlengkapan Kantor eriengkapan Kantor Paket 72
disediakan
o | Penyediaan Bahan Logistik | Jumiah Paket Bahan Logistik B
Kantor Kantor yang disediakan aket S
: Jumlah Paket Baran
Penyediaan Barang g
3. Cetakan dan Penggandaan Paket S
Cetakan dan Penggandaan ana disediakan
: Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
4. | dan Peraturan Perundang- gacaan dan Peraturan Dokumen 21
undangan Perundang-undangan yang
disediakan
Penye'lenggaraan Rapat Jumiah Laporan Rapat
5. | Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsuitasi Laporan 18
SKPD SKPD yang diselenggarakan
Jumlah Unit Gedung Kantor
Pengadaan Gedung Kantor :
6. : atau Bangunan Lainnya yang Unit 1
atau Bangunan Lainnya Disediakan
7 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jasa
" | Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, sumber Daya air | Laporan 12
Air dan Listrik dan listrik disediakan
: Jumlah Laporan Jasa
8. Ssr?:;dl?aanr: :rasa Pelayanan polayapan umum kantor Laporan 12
yang disediakan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumiah Kendaraan
Pemeltharaan dan Pajak Peroangan Dinas atau
9. | Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Unit 11
Oporasional atau yang dipeliharaan dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
yang disediakan
10 Pemeliharaan peralatan dan | Jumlah peraiatan dan mesin Unit 10
" | mesin lainnya lainnya yang dikeiola
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah gedung kantor dan
sarana dan Prasarana s .
11. bangunan iainnya yang Unit 3
Gedung kantor atau direhabilitasi
bangunan lainnya
B. ANGGARAN
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN J
Penyediaan Peralatan dan
1. Perlengkapan Kantor . 76.355.400
2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 12.340.000
3 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Rp. 5.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
= Peraturan Perundang-undangan Rp. 17.300.000
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
A. KEGIATAN
. NO URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA l TARGET
Menyusun rekapitulasi Tersusunnya rekapitulasi
kehadiran pegawai guna kehadiran pegawai guna
1 | mengajukan rekomendas) mengajukan rekomendasi 12 Dokumen
pencairan Tambahan pencairan Tambaban
Penghasilan Pegawai Penghasilan Pegawai
| t 1
Tersusunnya dokumen Kenaikan
2 gae?mldoﬁnée" Kenalkan | oo Berkala (KGB) bagi pegawai | 1 Dokumen
| ) a (KGB) yang memenuhi syarat
| Tersusunnya dokumen Kenaikan
| 5 Ldae:gy:as:n dokumen Kenalkan | oo\ ol pegawai yano 1 Dokumen
memenuhi syarat
Menyusun dokumen Surat Tersusunnya dokumen Surat
4 | Keterangan Untuk i Keterangan Untuk Mendapatkan 34 Dokumen
Mendapatkan Tunjangan Pembayaran Tunjangan Keluarga
Keluarga (SKUMPTK) pegawai
Menindakianjuti permohonan
£ Informasi publik pada PPID & | Terpenuhinya permohonan S Dokumen
SP4N Lapor ataupun secara informasi publik
. langsung
Menyusun KAK Sekretariat Tersusunnya KAK Sekretariat l
® | vahun 2025 Tahun 2025 R Excsiuavien
[
v Menyusun Laporan Forum Tersusunnya Laporan Forum 1 Dokumen
Konsultasi Publik (FKP) Konsuitasi Publik (FKP)
6 Menyusun Laparan Surve Tersusunnya Laporan Survei 1 Dokumen
Kepuasan Masyarakat (SKM) | Kepuasan Masyarakat (SKM)
B. KEGIATAN TAMBAHAN
NO% URAIAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA | TARGET
Pengelolaan Secara opﬁmal Tersampaikannya program dan
| pada paltform madia sosial ,
kegiatan kedinasan melaiui
1 | dinas agar tetap tarbabarui " 12 Bulan
dan dapat menjadi sarana gzketahuinc;;d]hamma'r:kn;gk
interaksi dengan masyarakat asyd
Parigi, 6 Januari 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
YUNINGSIH, SP NATALIA, S.Tr.Pi
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PERJANKIAH KTHERJA TAHUN 2023
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAH KETAHANAN PANGAN

A. BABARAN DAN INCAKATOR KINERJA

L

RiIMA NUARY RAHMA, 3.T,

ND SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Malakxanakan Fenykapan
| Bahan Pamariauan Stok, | Jumlah Kegialen :
1 Pasokan Dan Harga Pempntsuan 12 Ragiatan
| Pangan —
Manytisun Bahan tintuk Jumizh Laporan Yang
2 Lapocan Harge Pangan Tersedia 12 Dokumen |
|
Meryusun Bahan Unbuk i
3 | Laporan Neracs Bahen #:gghmlapmau Yang 1 Dokumen
Mekanan
Medakaamakan Peanylapan .
4 | Bahon yntuk Gerakan mmﬁn Garakan & Kagiatan
Pangyan Murah
] Mernusun Bahen Unlok I
| 5 |Laporan Prognosa Neraca #mupumn Yang 1 Dedumen |
[ FPangan
Pardgi, 06 Januar 202%
FIHAK XED PIHAK FERTAMA,






PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2024
FENELAAH TERKNTS KEBIJAKAN
CAHAS KELAUTAMN PERTKANAN [14H KETAHANAN FANGAN

A, JASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

ND SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Membuat Palaporan
Adminisirani Parkembangan | Jumlah laporan

k Lumibund Pangan petanggungjawaban 12 Dokumen
Masyamkat (LPM}) Bulanan
Parnginputan dan Fslapgran

Z | CPPO, elok LPM ke Apllkasi | Jumdah laporan 12 Crokumen
Sigapnas BApAnas
Penyaltran Doras Cadangan

3 | Pangan Pemerintah Dasrah | Julah Keglatan 4 Waqlatan
{CPPD)
Permbuatan Pelapoean NP

durmiah laparan

4 HNeraca P n'Wilayan
‘L‘ bl anga Y&} haranggungjawaban 45 Dokumen
Mzlakzanakan Pangawasan
dan Pambingan Frodusan

& Pangen Segar Asal Fedaky Lisaha 20 Pelaku Usaha
Tumbuhan

1
Ai3AH, 5T,

Farlgl, 06 Januan 2025
PiHAK PERTAMA,

DO BOFTIAWAN, 8.5,




PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

JI. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda Kec. Parigi - Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500642022 Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERDIS, S.St.Pi
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 03 Januari 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

HERDIS, S.St.Pi. RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Menyiapkan Pelaksanaaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya lkan 10 Kelompok
Pengembangan Kapasitas Kecil yang Mengikuti Pengembangan
Kelompok Pembudidaya Ikan Kapasitas
2 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen
penyediaan Data Produksi Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu)
Perikanan Budidaya Daerah Kabupaten/Kota
3 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan 2 Unit
Penyediaan Sarana dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembudidayaan Ikan
4 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh 50 Orang
Pembinaan dan Pemantauan Pembinaan dan Pemantauan
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan lkan di Darat
5 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumlah  Dokumen Penatausahaan 2 Dokumen
Penyediaan Laporan Pengeluaran Keuangan pada Bidang
Penatausahaan Pengeluaran Perikanan Budidaya
Keuangan pada Bidang
Perikanan Budidaya
6 | Terlaksananya Sosialisasi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Gerakan 2 Kegiatan
Gerakan Memasyarakatkan Memasyarakatkan Makan Ikan
Makan Ikan (GEMARIKAN) (GEMARIKAN)
7 | Tersedianya Peraturan Bupati | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati 1 Dokumen

Tentang Pengelolaan Balai
Benih Ikan Kabupaten
Pangandaran

Tentang Pengelolaan Balai Benih lkan
Kabupaten Pangandaran

PIHAK KEDUA

HERDIS, S.St.Pi.

Parigi, 03 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.
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PERJANJLAN KINERJA TAHUN 2023%
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
MRAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATDR KINERJA

NO SASAKAN INDIKATOR KINERJA TAHGET
Menylapkan Peningkatan Jumlah Peningkatan 5.5 Ton
Ketarsad|aan Ikan untuk Ketersadiaan llian untuk
1 |Komsumai dan Usaha Konzumsi dan Ussha Pengolahan

Pengoizhan dalam 1(Satu} Clalam 1({Sat} Daeran

Daerah Kabupaten®Rota Kabupaten/Kota

Menyiagkan Perjaminan Jumlah Sararna Pembudidayaan & Linit
5 Ketersediaan Saana Ikan dakam 1 {Satu) Daarah

Pambudidayaan lkan dalam 1 | Kabupaten/Kota

(Saty) Daerah Kabupateniota

Pelaksanaan Tugas Lain yang | Jumish Laporan Pelaksanazn 1 Laporan
3 Diberikcan chkeh Fimpinan Tugas Lein yang Dibeqkan oleh

Sezual dengan Tugas dan Pimpinan Sesuai dengan Tugas

; Fungsinya dan Fungsirya

Parigh,  Januwan 2023
PIHAK KEDLIA PIHAK PERTAMA,

HERMS, 5.5L.F MOCRAMAD RIZK] NOGMNAHA, 5.Pi







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
CHNAS KELAUTAN PERHKANAH DAN KETAHAHAH PANGAN

A. KEGIATAN
MO | LURAIAN KEQIATAN INDIKATOR HfHEH-_.I_.I_h TARGET
1 'Meanykapkan Pelaksanaan Jumlzh Serana 5 Unif
Penjaminan Katersediaan Pembudidayaan kan dalam *
Sarana Pembudidayaan kan [ {Satu) Daerah Kabupatencta
dalam 1 (SatuiDaerah
Kabupatensta
2 | Menylepkan Pelakisanaan Jumlah Peringhkatan 5.5 Ton
Paningkatan Ketersediaan Ketersediaan lkan unfuk
Ikan urtuk Kongumei dan Koneumsi dan Usaha
Usata Pengotahan dalam 1 Pangolahan Dalam 1
{Satu) Dasran Kabupaten®ota | (Satu)Caaran Kabupaten/Kota
"3 | Pelaksanaon Wwgas lain yang | Jumlah taparan pelaksansan | 1 Laperan
dtiberikan alen pimplnan sesuai | tugas kin yang diberian olgh
dangan tugas dan fungsinya plmpinan sesuai dengen tugas
dan fungsinya
Patigi, Jenuar 2025
PHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
HERIAS, 5.5t.Pi. JENIS.B.Tr.Pi,







PERJAMNJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENELAAH TEKMNIS KEBLJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A, KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN INDIRATOR KINER.JA TARGET
Menyiapkan Penjaminan Jumizh Sarana 5 Unit
Ketersediaan Satang Pambudidayaan than dalam: 1
Pembucidayaan lkan dafem 1 | (Satu} Deerzh Kabupaten/ota
(Satu)Daerah KabupatenKota
Manyiapkan Peningkatan Jumiah Peningkatan 5.5 Ton
Ketersedinan Kan umiuk Ketersediaan lkan umtuk
|Knrﬁumsi dan Lisahs Konsumsi dan Usaha
| Pengolahandalam 1 (Satu} Fengalshah Dalam 1
 Daerah Xabupaten/Kota {SatujDaerah Kahupatenfkota
Pelakzanaan tugas lain yang | Jumiah laporan pelaksanaan | 1 Laporan
diberikan cleh pimpinan sesuai | tugas lain yang dibarkan okeh
dengan tugas dan fungsinya pimpiran aasuai dengan ugas
gdan fuhgsinya
Parigi, Januart 2025
PIHAK KEDUA FIHAK PERT
HERDIS, 5.5t 5Y ULAMNA, 5_PI.







PERJANJIAN KINERJA TAHUH 2025
PENELAAH TEKNIS KEBLIAKAN
HHAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAH

A. SASARAN DAN INCRKATOR KINERJA

NO ‘SASARAN INTHKATOR KINERJA TARGET
1 [ Menyiapkan Pejakeanoan | Jumiah Dala dan Informasi 1 Dokumen
Penyediaan Data dan Usaha Pemasaran dan
Informaci Usaha Pzngolshan Hasil Perikanan
Pamasaran dan berdassrkan Skala Usana
Pengolahan Hasi dan Risko
Parikanah dalam 1 {gmiu)
D=arah Kabupatens/Kota
2 | Menyiapkan Pelakeanzan | Jumlah Unit Usaha 4 Dokumen
Pembanan Fasiltas bagi FPengolanan dan Pemasaran
Pedakiz Usahs Perikanan Hasd  Perikanan  yang
Skala Mikro gan Kech Wendapatkan Peambinaan
dalem 1 {saiu) Daerah Terhadap Panarapan
KabupatenMota Pargyaratan Perizinan
Berusaba pads  UWsana
Pengolanan dan Pemagaran
Hasit Parikanan Sesus
Skala Usaha dab Risko
3 { Menylapkan Pelaksanaan | Jumnlah Paningkatan 8 Ton
Peningkaten ¥etersedisah | Ketersediaan lkan  untuk
tan untuk Konsumsidan | Korsumsi  dan  Usaha
Usans Pengolahan dakam | Pangolahan Dafam 1 (Satu)
1 {Sat) Dngrah Daerah Kabupaten/Kota
HabupateryKots
4 |Menyiapkan Pelaksanzan | Jumiah Prazarana 3 Unit
Penyediaan Pracarana Pambedidayaan kan dalam
Pembudidayaan tkan 1 (Satu) Oaarah
dalam 1 {Satu) Jaerah Kabupaten/Kcta
KabupatenMota
Parigl, Januan XH)25
PIHAK, KEDUA PIHAK PERTAMA
HERDES, 5.58.P4 CHRISTINE PARSALULIAN, 5. Tr.Pi







PERJANJIAN KIHERJA TAHUH 2025
PENELAAH TEKMiS KEBLIAKAN
CIHAS KELAUTAN PERIXANAN DAN KETAHANAN FANGAN

A, KEGIATAH
NG | URAIANKEGIATAN  |__NDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumiah Sarang 5 Uni
Penjaminan Ketersediaan Pembudidayean tkan dalam 1
Saranz Pembudidayaan kan | (Satu) Dasrah Kabupatenffota
dalam 1 (SalujDaerah
YabupatenKota
2 | Menyiapkan Pelaksanaan Jumlah Peningkstan 5.5 Ton
Peningkatan Ketersedizan Kelersediaan lkan uniuk
fiean uniuse Koraumsd dah s onsumsi dan Usaha
Usaha Pangolzhan dalam 1 Fangolahan Dalam 1
(Salu) Dacrah KabupatenKota | (SatujDaarah Kabupaten/Kota
3 | Pelaksanaan tugas lain yang  |Jumlah laporan pelaksansan 1 Laporan
diberikan oleh pimpinan sesial | lugas kin yang diberikan alkeh
dengan tugas dan fubgsinya pimpinan sasual dangan tugas
dan fungsinya
Parigi, Januari 2025
FIHAK KEDLUA PIHAK PERT,

-

HERDIS, 5.5LPi.

HUMAM "AINUL HIKAM, 5P







PERJANHAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEGIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKAHAN DAN KETAHAKAR PANGAN

A, KEGIATAN

| LURAIAN KEGIATAN INDHKATOR KINERJA TARGET

Manyigpkan Palaksanaan Jumish Sarana 5 Unit
Penjaminan Ketersadlaan Sarana | Pembudidayaan lkan dalam 1
Pembudidayear kan dalam 1 {Saty) Dawrah Kabupatan/Kota
{Satu) Daerah Kabupaten/Kola
Menytapkan Pataksanaan Jurnlah Hasil lkan dan 1 Dakumen
Pengeloiaan Kesehatan Ikan dan | lingkungan Budidaye dalem 1
{Lingkungen Budidaya nalam 1 (Satu} Dasrah Kabupalen/Mots
(satu) Daerah KabupalenKota yang Tengi Metalui

Pengelotagan Kesehatan lkan
Paningkatan Ketarsadiaan lkan [ Jumniah Feningkatan 55Ten
unluk Konswmsi dan Uisaha Katersediaan lkan untuk
Pangelahan dalam 1 (Satu) Konsumsi dan Usaha
Daerah Kabupaten/Kota Pangolahan Dakam 1 (Safu)

Daarah Kabupaten/Kota
Pelaksanzan tagas lain yang Jdurmnizh laparan pelaksanaan 1 Laporan

dibarikan oleh pimpinan sesuai tugas lain yang diberikah olsh
dengan tugas dan fungsinya pimpinzn sesual dengan Wgas
| dan fungsinya
Cijulang, 3 Januand 2025
PIHAK KEDUA FIgFEHTﬁMﬁ
HERMS, .56 P {HGGILA PUTRA PAMUHGHKAS, 5.Pi.
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BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang good
governance, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil
(result oriented government). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk
menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang
dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan
jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan
Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan
menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang
tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good
governence dan sekaligus result oriented goverment, perlu terus dikembangkan
dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan
pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai
peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara
baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran
yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain
dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan
outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi
Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing
tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit
organisasi sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan
ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga
pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
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1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah untuk
memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis
Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan
hukum yang digunakan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 - 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026;

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan
Ketahanan Pangan.
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BAB IIPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur
dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan
tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat
dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat
dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator
kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam
menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.
Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan
program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan
usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh
beberapa manfaat, yaitu :

e Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah
akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan
penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.

e Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang
bersangkutan.

e Anggaran hanya dipergunakan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang
memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan
fungsi.

Setelah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka dilakukan pengukuran

berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya

dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar
pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara
berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan Dan
Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah)

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau
budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari
sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh
perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Nilai produksi adalah nilai
pada waktu hasil penangkapan/budidaya didaratkan. Jadi harga yang digunakan

adalah harga produsen.
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2. Indeks Ketahanan Pangan (Point)
Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari indicator yang digunakan untuk
menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian
menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan
pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat
(ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai
berikut:
a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih.
b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari
65 persen terhadap total pengeluaran
d. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan
penduduk.
h. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
i. Angka harapan hidup pada saat lahir
Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:
e Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale
(0-100)
e Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah

distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:
9

Y() = Z ajXij
n=1

Dimana:
Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
a; : Bobot masing-masing indikator
X : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j
Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling
tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukan wilayah yang
rentan terhadap kerawanan pangan.

a. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP

Kelompok IKP | Kabupaten Kota
1 <41,52 < 28,84
2 241,52 -51,42 | =228,84—-41,44
3 251,42-59,58 | =41,44-51,29
4 > 59,58 -67,75 | 251,29 -61,13
5 267,75-75,68 |=261,13-70,64
6 = 75,68 270,64
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3. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem

pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap

penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan

manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan

reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen.

- Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana
kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35.

- Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot
20.

- komponen ketiga, Pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan,
penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15.

- komponen keempat, evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi,
kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10

- komponen kelima, pencapaian kinerja bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang
dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah

. AA (memuaskan), dengan skor 85 s.d 100;

a
b. sedangkan A (sangat baik) skornya 75 s.d 85;
c. CC (cukup baik) dengan skor 50 s.d 65
d. C (agak kurang) dengan skor 30 s.d 50;
e. D (kurang) dengan skor 0 s.d 30.
4. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)
Peningkatan produksi perikanan bersumber dari bidang perikanan tangkap dan
perikanan budidaya, dimana data tersebut berasal dari 10 kecamatan yang direkap
setiap bulannya. Data perikanan budidaya datanya dari kelompok dan perikanan
tangkap datanya dari tangkapan nelayan yang tidak menentu hasilnya karena factor

musim dan alam sangat mempengaruhi. Berikut rumus perhitungannya:

(X produksi N) — (¥ produksi N — 1)

: X 100
RUMUS: Y.produksi N — 1)

5. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)
PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi
keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan

energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan
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mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan
agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan
penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang
dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin
beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu
gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk
merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH
dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan,
produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun
keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama
dan cita rasa.

Dalam perhitungan skor PPH sendiri, data yang paling diperlukan adalah jumlah
kontribusi energi dari masing — masing kelompok pangan yang dikalikan dengan
pembobotnya masing — masing sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH. Untuk
perhitugan secara lebih detailnya, berdasarkan panduan dari Badan Ketahanan
Pangan

(2015) mengenai prosedur perhitungan PPH, terdapat beberapa tahapan yang perlu
dilakukan sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH, yaitu sebagai berikut :

a. Pengelompokan bahan pangan
Pengelompokan bahan pangan ini didasarkan pada 9 kelompok pangan yang
masing — masing kelompok pangan memiliki jenis komoditas bahan
pangannya masing — masing seperti yang tertera pada tabel 1.

b. Konversi bentuk, jenis, dan satuan
Setiap pangan yang dikonsumsi seringkali memiliki bentuk, jenis, dan satuan
yang bisa berbeda — beda. Sehingga keseragaman satuan berat dari masing —
masing pangan tersebut perlu dikonversikan akan dapat dihitung jumlah berat
mentahnya. Dalam pengkonversian ini dapat digunakan beberapa data
pendukung seperti data daftar ukuran rumah tangga (URT) dan data
pendukung lainnya.

c. Menghitung kandungan energi dari masing — masing kelompok pangan
Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan kandungan energi dari tiap jenis
bahan pangan tunggal yang telah dikonversikan sebelumnya dengan
menggunakan bantuan dari data pendukung yaitu daftar komposisi bahan
makanan (DKBM) sehingga didapatkan hasil akhir berupa kandungan energi
per 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan (%BDD). Perhitungan ini
menggunakan rumus :

Energi = berat bahan makanan (gram)/100 gram x kandungan energi x %BDD
Setelah didapatkan energi dari masing — masing bahan makanan selanjutnya
dijumlahkan menurut kelompok pangannya yang sudah ditentukan pada tahap
1.

d. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan
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Pada tahap ini dilakukan penjumlahan total energi dari masing — masing
kelompok pangan yang sudah didapatkan dari perhitungan di tahap 3.
Perhitungan ini menggunakan rumus :
Total energi aktual = energi kelompok padi — padian + ... + energi kelompok
lainnya.

e. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing — masing kelompok
pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (%AKE)
Pada tahap ini hampir sama dengan tahap ke 5, namun perbedaannya adalah
menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebagai pembaginya. Angka
Kecukupan Energi (AKE) konsumsi yang digunakan adalah 2150 kkal/kap/hari.
%AKE = Energi kelompok pangan / AKE konsumsi x 100%

f.  Menghitung skor AKE
Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus :
Skor Aktual = %AKE setiap kelompok pangan x bobot

g. Menghitung skor PPH
Skor PPH dihitung dengan cara membandingkan skor AKE yang didapatkan
dengan skor PPH maksimun setiap kelompok pangan seperti pada tabel 1.
Terdapat dua ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membandingkan skor
AKE dan skor maksimum sehingga didapatkan skor PPH aktual, yaitu :

o Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih
tinggi dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang dipilih
sebagai skor PPH aktual adalah skor PPH maksimum.

o Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih
rendah dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang
dipilih sebagai skor PPH aktual adalah skor AKE.

h. Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Total skor didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari
masing — masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus :
Skor PPH = skor PPH kelompok padi — padian + ... + skor PPH kelompok lain.
6. Nilai LHE AKIP DKPKP
Laporan Hasil Evaluasi AKuntabilitas Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dilakukan dengan
melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi;
e Perencanaan = Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan

Renstra Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra

e Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerjameliputi
sub komponen  Pemenuhan  Perencanaan Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi;

e Pemenuhan Pengukuran;
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e Kualitas Pengukuran;
e Implementasi Pengukuran.

c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi
e Pemenuhan Pelaporan;

o Penyajian Informasi Kinerja;

¢ Pemanfaatan Informasi Kinerja
d. Evaluasi Internal meliputi;

e Pemenuhan Evaluasi;

e Kualitas Evaluasi;

e Pemanfaatan Evaluasi.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi;
e Kinerja Yang di Laporkan (Output);
¢ Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
¢ Kinerja Yang di Laporkan (/KU)

¢ Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
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BAB Il GAMBARAN UMUM

3.1 Visidan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui
berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan
selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak
masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang
dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui
pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran.
Kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan merupakan wujud
implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran.

Adapun Visi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK
PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai
dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui
misi pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban DKPKP
antara lain :

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi
Lokal.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
berbasis potensi local.

3.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Panandaran berpedoman pada Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur
Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan
fungsi yaitu :

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan
teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan
mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan
Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan meliputi kesekertariatan,
perikanan tangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1),

Dinas menyelenggarakan fungsi :
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a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional
bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan
sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum
daerah;

b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kesekertariatan,
Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;

c. penyelenggaraan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang
Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;

d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan
tugasnya; dan

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas
Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi
kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan
pangan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi
kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan
pangan berdasarkan kebijakan umum dinas dan standar pelayanan
minimal;

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan
rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Dinas (SPD) serta
mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja
lainnya;

d. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di
bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan,
berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;

e. membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan
budidaya dan ketahanan pangan;

f.  menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan
umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerabh;
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h. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan
umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang
perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan lingkup
perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;

i.  memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;

j-  menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang
perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan sebagai
bahan perencanaan pembangunan daerabh;

k. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang
perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;

. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan
dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan
tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;

m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai
bidang tugasnya;

n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik
teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan
pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

0. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;

p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk
langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
program kerja dinas;

r.  membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitasi
dan karier staf;

s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum
ditandatangani;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

u. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis
maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut
bidang tugas dinas; dan

X. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Dinas, membawahkan :

a. Sekretariat;
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b. Bidang Perikanan Tangkap;
c. Bidang Perikanan Budidaya; dan
d. Bidang Ketahanan Pangan.

Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan
kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum
dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Kkinerja
sekretariat.

(3) Uraian tugas sekretaris meliputi:

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup
kesekretariatan;

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator
kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin),
standar operasional prosedur (sop), standar pelayanan (sp) serta
dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan
pelaporan kinerja lainnya;

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi
data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari
bidang;

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi
urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga,
pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f.  menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga,

serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
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g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai
konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan
dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan pedoman
dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan rencana kerja bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya
dan ketahanan pangan;

i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil di bidang tugasnya;

j-  menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
masalah di bidang tugasnya;

k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/
organisasi terkait dalam lingkup tugasnya,;

I.  mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang
tugasnya;

m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;

n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau
langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

0. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar
dapat melaksanakan tugas dengan baik.

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui
kesesuaian dengan rencana;

g. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian
tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;

r.  mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah
dinas yang berlaku;

t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di
lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan agar terwujud
tertib administrasi;

u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

v. menyelenggarakan pembinaan arsiparis;

w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan
struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan
fungsional umum;

X. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi,
peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan
dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan

pelayanan informasi serta dokumentasi dinas;
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y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk
disampaikan kepada pimpinan;

aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan
penyusunan laporan program kegiatan dinas kelautan, perikanan dan
ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan;

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

(4) Sekretaris, membawahkan:
a.  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b.  Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,
kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik
daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan
pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1),

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian,
kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan
kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja dinas;

C. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
subbagian umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam
lingkup subbagian umum dan kepegawaian;

b. kenyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup subbagian umum
dan kepegawaian;

C. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan
keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
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e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas
dinas.

f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan
penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh
dinas;

g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan
keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;

h. melaksanakan  pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan  dan
pemeliharaan data dan informasi dinas;

i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;

j- melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai
yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK),
sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai;
menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam
lingkup dinas;

m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti
ujian dinas dan ijin / tugas belajar;

0. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

p.  menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

g. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai
media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya
sesuai kepentingan dinas serta melaksanaan pelayanan hubungan
masyarakat;

S. melaksanakan  koordinasi dengan unit kerja lain  dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

V. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

X. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan;

y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk
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mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

Z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat yang benar;

aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,

sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan
(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan dan
menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data
perencanaan evaluasi serta pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1),
Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan rencana anggaran dinas;
b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;
c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian
program dan keuangan;
f.  penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Kkinerja
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(3) Uraian tugas kepala subbagian Program dan keuangan meliputi:
a. menyusun rencana kerja subbagian program dan keuangan berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta
pembayarannya;
e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
f.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan

pembukuan keuangan;
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g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

h. melaksanakan akuntansi keuangan;

i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

j-  melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Kkegiatan subbagian
perencanaan dan keuangan;

m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

n. menyusundan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

0. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi
dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja dinas;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
kinerja dinas;

g. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis dan/atau pedoman tentang
pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

r.  mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja
masing-masing bidang pada dinas;

s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan
program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan
prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;

t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah
ditentukan;

u. mengkkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan
penyusun rencana kerja dinas;

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyususnan rencana strategis
(renstra), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt),
penetapan kinerja (tapkin) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja
lainnya;

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas;

X. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi
laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (lakip) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah (Ippd) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian
dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;

y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
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z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan
keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-
masing;

dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat yang benar;

ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;

gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap

(1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan, penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan
teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil,

pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan Kkecil,
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan/atau
rehabilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan
dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

e. pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan

dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
f. pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tanggkap

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
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g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;

(2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan
pemberdayaan nelayan kecil;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data
pemberdayaan nelayan kecil;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan
nelayan kecil;

c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil,

d. pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil;

e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil;

-

pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan
informasi bagi nelayan kecil;

g. penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan

kecil;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan
sentra nelayan kecil;

i. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan
nelayan kecil,

j- pelaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat
penangkap ikan;

k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan

rumpon di perairan laut;

I. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan
dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan
nelayan kecil;

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana
serta penerapan teknologi perikanan tangkap di lapangan;

n. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
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0. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

(1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;

(2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPl mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPl menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data
pengelolaan dan penyelenggaraan TP,

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan
penyelenggaraan TPI;
pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;

e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan
kelembagaan TPI;

f.  pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan/
rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana TPI,
penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya

(1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan, perikanan budidaya.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penerbitan SIUP di Bidang
Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan lkan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil,
dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

b. pelaksanaan penyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan;

c. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan
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pembudidayaan yang baik;

d. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan
SIUP di Bidang Pembudidayaan lkan, penyiapan penerbitan Tanda
Pencatatan Usaha Pembudidayaan lkan (TPUPI), penerbitan Tanda
Pencatatan Kapal Pengangkut lkan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penerbitan SIUP di Bidang
Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan lkan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil,
dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya lkan; dan
b. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan lkan.

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan

(1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan dipimpin oleh Kepala
Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;

(2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan menyelenggarakan
fungsi:

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi  serta
pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta
pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan;

e. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi bagi pembudidaya ikan;

f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan
dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha kecil
pembudidaya ikan;

g. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan

usaha kecil pembudidaya ikan;
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h. pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan

j-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

(1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan lkan dipimpin oleh Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;

(2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan lkan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengelolaan Pembudidayaan
kan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan
perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan
RTRW, pengembangan sarana dan prasarana  pengelolaan
pembudidayaan ikan, informasi  pengelolaan  penyelenggaraan,
pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang
pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi  serta
pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan
berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan
pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan  penyelenggaraan,
pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan,
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pelaksanaan penerbitan
SIUP di bidang pembudidayaan lkan, TPUPI dan TPKPIH;

c. pelaksanaan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan
yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;

d. pelaksanaan penyediaan pakan ikan;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyediaan benih ikan, calon induk dan
induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau
benih ikan;

f. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara
Pembesaran Ikan yang baik;

g. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan
pembudidaya ikan;

h. pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka
penertiban usaha perikanan;

i. pelaksanaan perencanaa penataan sentra usaha pembudidayaan ikan

kecil;
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j- penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan

(1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan
evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2),
Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
Ketahanan Pangan;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan
Pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
Ketahanan Pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:

a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;

b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan

(1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan
Pangan;

(2) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di
bidang distribusi dan ketersediaan pangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi
Distribusi dan Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri
atas:

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi dan

Ketersediaan Pangan;
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b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi dan Ketersediaan
Pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan
distribusi pangan;

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran
ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan
pokok lokal);

g. melakukan penyiapan pemanfaatan ketersediaan pangan pemerintah
kabupaten;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Distribusi dan
Ketersediaan Pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan

J.  melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan

(1) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Ketahanan Pangan;

(2) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang konsumsi, keamanan pangan dan jkerawanan pangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi
Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas
pekerjaan terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Konsumsi, Keamanan
Pangan dan Kerawanan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Konsumsi, Keamanan
Pangan dan Kerawanan Pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per
komoditas per kapita per tahun;

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein
masyarakat per kapita per tahun;

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk

ketahanan pangan keluarga;

Indikator Kinerja Utama DKPKP 2021-2026 Halaman 25




g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;

i. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

j-  penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
penganekaragaman konsumsi pangan;

k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;

I.  melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
segar;

m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi. Keamanan
Pangan dan Kerawanan Pangan;

n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan dan kerawanan pangan;

0. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan

p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi
dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada point (1), terdiri dari sejumlah
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3) Kelompok dimaksud pada point (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan
beban kerja;

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada point (2), diatur sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam
pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini
diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan
tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan
parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan.
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PENDAHULLUAH

Y, Dasar Hukum Evaluani
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Permalwan Pamanmiah Nomor 8 Tahua 2008 terdang Pedoman Pelaporan
Kauangen dan Kinsija Inslansi Pemerintah,

Peraturan Permsrinlah Nomor €0 Tuhuh 2008 teniang 3istem Pengendalan Intemn
Femanntah,

Peraluran Menler Pendayasgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimkrms
Homor 53 Tamm 2014 fentang Pelunpuk Taknis Peganfian Kinena, Peiaporan
Kinerja deh Tets Cara Reviu Alas Laporan Kinerla Instansi Pamarintan,

. Peraluran Menten Pendayngudaan Aparstur Nagam dan Fedormasi Birokrasi

Nomor 88 Fanun 2021 lanlang Evalumst Akuntabiiias Kinedja Instzns! Pemenntah,

. Peraluran Mentenn Pendayngunaan Aparatur Negara dan Raformasi Buirokrasi

Nomor 68 Teniun 2021 lanlang Penjanjangen Kinerja Instangl Pemeanintah

Feraiuran Menterd Penidayagunaan Apamtur Negara dan Reformas Biokrast
MNomor B Tahun 2022 ferdang Penigalolaan Kineria Pegawai Aperstur Sipil Nageara

. Feraluran Oaersh Nomor 31 Tahun 2018 1anlang Pembenfukan dan Susunan

Perangkal Dasrsh Kabupaen Pangandaran sebagaimana telah divbah bebarepe
kali {erakhir dergan Parpturan Casdh Nemor § Terun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atag Peraturan Deargn Nomer 31 Tahun 2018 teniang Pembaniukan dan
Susurian Perangkat Dasrah Kabupaten Pangandarnan;

. Peraturan Bupsll Pangandaran Nomor 45 Tenun 2023 leniang Tngaa Pokok,

Fungai, Liraéan Tuges dan Tais Kevja kspaktoral,

Peraturan Bupalt Pangandatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Fedoman
Penyusunan Perdjanjinn Kinarm, Pelaporan Klnega fen Teia Caia Reviu sifs
Laporen Kinerja;

- Peraiuran Bupeti Pangandaran Nemar 28 Tahun 2023 lentang Kedudukan, Tugas,

Fungai, Suaunan Qrganissti, sana Tata Matja Parasgkat Dagrah sabagaimana
telah diupeh dengan Peraiuran Bupal Nomor 11 Tahun 2024 tenang Pgrvbahan
ntas Peraluran Bupali Pangandaran Nomor 28 Tehun 2023 tentang Kedudukan,
Tougas, Fungsi, Susudan Orgenisas, sana Tt Kerm Pacangkal Dasrah;

. Keputiken Bupetl Pangandaran Momor WAE D6Mpts D12-Huk2DI3  tentang

Pacoman Eveluasi Akuniablitas Kinerja Instansi Pamerintah;

Kepulusan Bupall Pengandaran Nomor WAS 01 D2/Kpia. 408-Huk/2022 tentang
Program Kera Pengawasan Tahuner (PKFT) Herbaws Histko Tahun 2024, dan

m.Sural Pehntah  Tugas  Mepekir Kabupaten  Pangandaran  Nomor

KP 11, 01/034/nsp.02/2023 langoal 18 Aprll 2024 denhal Meiaksanakan Eveluasl
Slatam Akumiabiliteg Instanst Pemeninlah (SAKIF).
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Latar Balakenp Evaliissl

Dalsm ranuka pgelakeanasn Peraiuran Pemenniak Nomor 5 Tahun 2008 1enigng
Palsporan Keuangen dan Kinarja instans: Pemernnlan dan Peraluran Presden Romor
28 Tahun 2014 1emang Sislam Akunipbillas Kinena tnstans Pemenntah, kit riah
muishukah avalursi Bislem Akuniabiblas Kireos nstarmi Pemsrmiah (SAKIP) pada
(unak Keadaulat Perkanan, dan Kelahanan Pargan Kebupaten Pargandaran Tehun
2024 drngan berpedoman pada Paraturan Manlan Pendayagunean Aparaiv Negara
4 Priformam Birokrasi Nomor B8 Tabun 2021 1entang Evalsasr Akunicbiilas Knara
Inslans Pemanntah dan Kepuluagn Bupsll Pangandaran Memor WAS OSikpls 012-
Hulf2023 leniang Padomant Evairaal Akunlabnites Kirene lnatans Pemenaiat serta
draksanakan sesuai dangan Siendar Audit Intarn Penirenntah ingdonase

Evaluasi SAKIP 1m mekpuh kegralan evelups lerhadap mplemanias SAKIP mule dan

perencanaun kinev)a buk parencahaan kingna angha pamang. paraNGENsan Kinoda

jAngka menengen dan pefencansan kinens jangka pendek, lemmesck pendrapan
anggeran haruasis kinenz, penguhkuran kinera, don montonng pengakdasn dala
kinana, sampal patla pelaporen hasd kinetye, serta evaluag aleg pencapaian kihanga

Tujuan Eveluas?

Tupeiy Cvaluaes SAKID yauta

8. Memperalsh niprmas! tanlang impkementasi SAKIP;

b, Menilal Ungkat 'mplemeanlast SAKIP;

c. Menilai nghat alunlatdiles kiharp,

d. Membekan saran pardakan untuk peningkatan wnptsrmeniasi SAKIP; dan

a. Mentumitur iindak lanbul rekomendasi hasil evaluast penode sabaluminyi.

Ruang Lingkup Evaluaei

Ruemy bngkup evaluasi AKIP mancakup, aniama inin

9. Peanilgian kuallds perencanzan kinarga yang selarss yang akan dcapar uniuk
mewwjudkan hasil yang barkesmambungan,

b. Penllaisn penguluran kinera berdanang dan berkelsnjutan yvang leish menjadi
kabuiuhan dalam panyesusien sinategr dalam mencapai kinana,

¢ Fanilslan paiaporsn kinena yang menggembackan kushtas atas pancapaian kingra,
baik keberhaslankegagatan Kindrg &t Upaya perbalkan/peryempurnaanhys
yang memberikan dampak besar dalam penyesualan airatepifebijakan datam
mancapa kipana harlkirima;

d. Panieian evelyasl skuntshilles kneda mtemal yang mempenkan kesan nyata
{Campek) dalsm peningkatan mbismentes SAKIP yntuk efelndies dan efisemm
Kinajex; cen

e. Penilalan capelan kinerja alas oulpw! ntavpun owfcome serta kinetja lainnya,

Metods Evaluasl

Wadodafogl Evalasi SAKIP yailc menggundkan kombinas: metadologr kuanifet! gan

kugidald dengen iskolk evaiues Lefupa chechlis] zangumpolan Jalaimifodsas,

KOMUtikas maialll tanya jawab sadsthane, obsarvas dan sludr dokumen

2y .
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B. Tinosk Lanjut Hasl! Evalusel Tahert Sebslumnyn

Berdamarkan Informas! yeng disampaikin, Dinas Kelawlan, Perkanan, den Ketahane
PargrEn lelah manndakianjuti rekomendasi hasil avalusst AKIF ahun sabeiummya dan
mHHakLkan barhsgei upaya parbaktan sabagear bunhul

& Maakukan pepyempumaan dokumen porancenasn dengan metumuskan aasaran
progrem, kegiaten, den sub keglaten datam dokumen perandanaan,

b. Melaksanakan rapat koordmasi lorkail sveluaei ates targel kineda indikator sasamn
“milai AKIF" den targat kinerje Indiketer sasaran "presentase paningketan produks:
perkenian;

€ Meningkatkan kualilas cressculing Hinana DKPKP dengan mencantenthen ind kator
Wiuan RPJMO, indikalne ljuan.siralegis, arah kabgokan dan mdlkator sasaran
fensira;

d Melakaukan rapal koordingsi lorkesl rawiu atas ahggaran, memastkan hahwa
anggaesn leish selaray antur dokumen perencandan dan talah mendacu pada
hifvarja yang Ingin db sapar;

a. membual SOF pengurpulan drta kinerja per indkator kingne,

memantastkan panggunaan aplikasi Pangsi pleh seluruh pegawai;

=iy
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Malakaanahan rapst kooriinmsd tarkgll wvalups! ates Inrpe? Kinsn indlkator saearmn
Milar AKIF car bargei kinerm wslKRIon makaran ‘proronia ke fonngkntan sivdiis)
panhARER",

Meringhatkan kushtan croseculimg kintia ORFKP dengan macAnnnkAan (ndikato
lyuan RPJMO. indicator fujuar siralegis, arah kabymhan dan ndhaior eswarsn
renatra,

Maishaukan rapsl koormnas terkad ravid wise anggarmn, memasikeh bahwa
BRGQAEN isiah asizma ahlar dokuman parancahawn dar talah mengecy pada

KnaTja vaitg ihgin o capa;

- mambual EOP pargumputah data kinarjs ped ndikalor kinens,

memanfsathan pengouaitan aplkas: Pangm oleh seluruh pagawal,
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BABT
GAMHARAN HASIL. EVALUASI

1. Uraian Hesll Evalugsl

Husil Evatlvasi elas Akuntabilias Kinada instansi Pe.nanintah (AKIP) Tabun 2024 pada
Dinas Malaulan, Pankaran, dan Ketahanan Fangan Kabupcaten Pangandaran
mentpamlah nijai sebosar T68 dengan inlerprelasi BEH. Hal terseout menunjulkan
hahwa mplementas! atusdabiliias knegn “Sangat Baik™, yaitu Enplermantas] AKIP
sudan Sangat Baik. Namun demikian, masih psriu hanyak perbaikan walaupun
tidak mendasar khruswsnys akuniabtitas kinsra pads wilt kerja Misi larsebul
dintas, marupakan akumulasi penilpme temadap seliruh komponen manajemen
knarja yang diavaluas! di imgkungan Dinas Kelsitan, Penksnan, den Ketahadan
Pangen Kabupaten Pangandaian uniuk Tohun 2024, yang tardei da;

ND WOMPONEN YANG DHILAI BOBOT NILA] EVALLIAS]
1 | Perancanean Kmarga |—. 3000 _| 00
2 | Pengukuran Kinarla an00 21,80
3 | Palaporan Kinerja _ 15.00 19,50
4 | Evaluag Akuniabilitas Kinera ntemal 500 17,20
Nilai Hasls Evatuasl iees | 19, L
Tingkset Akuntabllitas Kinarja BB

Rmneian ibih lanjol dopal tiike! pada Lember Kera Evaluasi [LKE)

Penjalaean iabin janut atas hatil avaluasi akuntabéitas inera pada Dinas Kelgudan,
Perikahan. dan Ketshanan Pangen, sehagai berikut:

A Evaluasi atax Parencanaan Hiharja (30,00%)

Hasil evelas| atas Psrancanaan Kinerfa Dinas Kelauten, Perkanan, dan

Katghanan Pangan Kahupalsn Panoandaran mempemleh nilal sebosar 21,08

(70,C0%), hai Ini menunjukkan babwa Dinae Kelaulan, Pankanan, dan Katahanan

Parggn lelah Menyusun dohumen pafencanaan, memdik sasaran Kinera yang

beroriedasi hasi yeng edeyz rumusan hesil {TulueniSasaran) talah jelas

meanggamburkan kontisi kinerja yang ekan dicapal, anggaran yang dilstapkan kelah
meangacu pads konefja yeng ingin dicapai, dan akbiviles yang diaksanahnn lelah
mandukung hineria yahg (hgin dicapal, hat ini merupatan dampak den parbsikan
gigler manaamen kinerja yang ditlunjuksn dengan meningkatnya komtmien Kapakn

Dines Kakulan, Pevikahan, dan Ketghanan Pangan dalam memparbsik xuakias

dan pamanfaalan parsnconean kinera, nemun demikian masih terdapal hal yang

pariu diparhativan dalam parencanaan kinefja, diaaranys sabaga barkut:

1) Palum tordapatl pedoman/ modul laknis perencanazn kinerda yang penaku di
lingkungan Pemearinish Kabupatan Pengendaran yang dapat manjadi acaan bagi
Lisnaa Kelnutan, Pankanan, den Katahanan Pangan Kabubclah Pangzandaran
delam menyusun dokoman perencanaan yang Gaik

2) iddikatar kingrja bulum sepanuhnya memenuhi kritena indikator SMART hal
tersabyn disehabkan masih lardapst target kinegu yang mesih fivak mudah di

Aok
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. Eviluani aax Pylaperan Kinara (15,00%)

Hasll avalunsi alas Pelaparan Kinera Dianss Kalaulan, Perikanan, dan ¥alahanan

Fangan Kabupaten Pangandaran mampansieh nilai sabesar 10,50 (70,00%:], hal i

moenunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perkanan, den Ketahsnan Pargen leinh

manmyusun laporan kineda yang mengungkap seluruh infomas tenlang PENCEpEAN

kinerfa, telab mempubilkasikan gecara umum ka wabsie OPD dan ka E-Sokin.

lalan manysikan perbandingan reabsesi kinee dengan reaksas: kinerja 1atiun

sabslumnya, namun damikign masih (erdopa hal yang parit dipsrhallkan dalam

pelopttan Wnera dlanaranya kabngai besitui;

1) Polaporan kinarje befum dilakukan raviv stay difskukan keardinas dengan
s&furuh pimpinan uni salugh kerja didukung dehgan adunya peraf koordinssar:

2} Pelapcran klnerin batum menynjkan anafisa afisjgns: afas REN{HLUNEAn SUImbear
daya calam mencapal kinssjg sacnra memadai,

3} Informasi dalam laporan kKnetja baum sepeniubnya digunakan unluk perbakan
perencanczan kinerja lshun benkulmya. Hal lersebut difunjukkan pada el
kineda labih rendeh dibandingkan capman kineria tahun sshelumnya lanpa
panjalacan yang cukup, sapert! yeng leruang dalem PK Kapala Dinas Kelaulan,
Parikanen, aan Katahanan Pangan Kabupeten Pangehdaran lahun 224 yaiu
pada yalle indikelor kinarje “Peraenissa Paninghalan Produksl Parlkanan’
dangan target 0.5 sementara realisas di Lahun 2023 sudeh mencapa 0,85 dan
Incikaler "skor pola pangan harapsn® dengan fargat 65 sementara realisasi di
whun 2023 sudan mancapei B4,00;

4) &nalisa takior penghambat dan upeya nynlefsolusi pada tporan kinera: belum
disejikan par indikaley sasanpn.

d. Evaiunsi atas Akuntabilitas Kineda intamal (25,00°%;

Hasil evaluasi slas Evaluass Akuntabditas Klnerja Imerhal pada Dines Helsutan,
Perikansa, den Katabanah Pangan Kabupaten Pangandaran memperoien nilai
sabasar 17,50 (Y0,00%), bal Ini menunjukkan bahwa Dinas Kelzautan, Parkanan,
dan Kelabansn Pangan lainh mnlaksahakan evaluas! akuntabiltes kinera inlemnai
den malakzenoken monltorng dan evelunsl kinaja tiwulanen namun demikisn
mesth tardapa hal yeng peru diperhetikan dalem avaluasl skumabiklas kinara
intemal, dianlaranya sabagai barikut;

1) Balum terdapat pedoman leks evalumsi akuniabllias kineda imemal yang
berlaku d: inglkungea Pemennteh Kabupaten Pengandumn yang depal Mesjadi
#tuan bogl Dinas Kalautan, Perkenan, dnn Kaisbanan Pangan Kabupalen
Pangandaran dalam mokaksansken avaluasi akuntabiktas kinega  intemad
dengan balk;

Z) Selum lerdepat pendsion mandii pelaksanasn svalies akunabiitas Xinara
mtamat di lingkungan Dinas Kelaulan, Perikenen, dan Kelahanan Pengan
Kabupaten Pangancaren yang dfuangkan kedalom faporan hasil evaluasi
akurigbilitas kineqga intamal Dinaes Kelewtan, Porikanan, dan Ketahaneh Pangan
yang diserlai doengen Undaklanjul elas rekomangdosi boeil laporan evanns.

ot
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skuntabiiiles kinerjp intemsé sabagni upaya perbaksn skumehililas kinesja
infernal di lingkungan Dinas Kalaulan, Perkanan, dan Ketabarian Pangan,

B. Rakamendaai
Barmfasarkan uraian ch sk sedia datam mngka tebih mangoleklifkan paierapan
akunlshiitaz kinerja, kami manakomendaskan habel apa hal sebagal herikul:

a. Barkoordiizsl dengan Tim SAKIP lingkal Pemesileh Deerah dalam  hal
kelerg=chaan padomon lekmis perencanasan kinefjo, penpunuran kinarfa dan
evaluas ukunicbitas kinarle nternal yang barlaku di Ingkungen Pemeinlah
Kabupalen Penganderan;

b. Melakukan panyesusisn targel pada PK kaususnyn uniuk Langal-lenged yeng helsh
lercapal melabih| dari Brgst d tshun berikuinys yang terberip dalam reafisas:
kinerja Laporan Kinara 1shun sebetumnys Perjantan kinsha agar mencaniumkan
saLAran propram, kegigtan dan sun kegiatan pada lampirannya,

C. Malgkuken penyusunan PK dengan meniuat sasaran program, kegiatan, dan sub
keglatan pnda fampiran sasen teval jobatennya  (lamplran Peraiuran Bupab
Panrgandaran Nomor 28 ahun 2022)

¢ MemolksimeWen hasll bgngukuran kidera sebagal a'al perimbangan dalam
panantuan skretegi, lerget kinerja kedepan. pols panpambengan kompetans dan
mulesi rolasi ASN dan  panyesualan  |[pambadandpangurangan)  lun@angan
kewnapenphasilan,

8. Mendohumentasikan rapal monev [riwulanan lerkar capatan kinerja, rencana aksi
tndakianul rekomendasi hasil rapet, rakomehdasi pimpinan terkail panyesuaian
anggaran kedslam notulsngl socora memacted;

. Paiipnmn kinesja eger difakukan revie secars bedarjany okeb fm penyusun dan
gk pimpnan unil satuan kerfa didukunyg adanys paral koordinast pada dokurman
LAKIF;

f1. Pelaporan Kinerje agar menyejlkan enalisa afisiens elas panggunean sumpar daye,
dalam mancapal kinerje secara metmadal

h. Analisa fekior panghembat dan upaye nyamfaciuzi cada laporan kiperja agar
disajikan per Indikaior sasarsn

1, ld_lel_aksarmhun paniaian mendii pelaksansan avaluest akurdabildag kinere inlemal
di Jingkungsn Dines Kelautan, Perlkanen, dan Kelshenan Pangsn Kabupaton
Pengandaran dan memyusun Laporan Hasd Evaluasi AKIP dangan mehyajkan
Immnlden rekomendasi yang menggambarkan kelurangan dan solug yang
herus difskukan uniuk meningkatkan koglitas implemantasi SAKIP dilingkungen
Diras Kalaulan, Perlkanzn, dan Katahanan Pangan Kabupateh Pengendaran,

T a
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BAE Il
PEMUTUP

1. Simpulan

Hasl Evaluas alas Akunlebifitas Kinerja Instansl Pemerimigh |AKIP} Tahun 2024
pata inag Kalaulen, Perikanan, dan Ketshanan Pangan Kabupalen Panpandsran
memperieh niial zabesar 70,00 dangan Imerpretay BB Hal tersebul menumnukksn
bebwa implementas akunlesiilas kinafa “sangat halk®, yeitu implementasi AKIP
suiah sangat balk. Nanun demikien, masih pery benyak perbaikan widaupum
litak mendasar khugunya ahunlzbilitas kinera pada unit karja dan komimon seluuh
IMAr TN kinesja;

. Hasii avaluagl alas Perencansan Kinarg Dinas Kelavtan, Perikanan. dan Ketehanan

Pangan Kahupaten Pangandaran memparoleh nilai sobesar 21,00 (T0,00%), hal imi
menunukken batvwa Dinas Kelsaien, Perkanan, tdan Ketaharan Pangan teiah
Menyusun dokumen perencannan kinenas, memilik: zanaran kinede yang
berorientesi basil yang adloya mniusan  hesi {TujuaniSasaran) telah jelas
menggambarkan kendis) kinaria yang nkan dicapa, Angparsn yang ditetapkan talah
mengacy pade Kmerja yepg ngio dicapas, dan Aklvilas gang dlsksenulon letab
mendukung Kinerja yang ingin dicapai, hal ini mempakan dampak dan perbadkan
Bigtem mnnejemen kirera yarig ditunjukan dangan mehingkatnya komdmen Kapala
Dinag Kelauten, Perikanan, dan Ketabanan Pengan dalaml memperberkl kualisa
dan permanfasien perencansan kinarj: namun demikien masin ferdapat hal yang
parly dipashatkan dajam Persncanaan Kinara;

Haall evaluasi atas Pangukuran Kinerja Dinas Katavtan, Penkanan, dan Katakanan
Pangan Kebupsten Pangandaran nempargish nik - scbesar 21,90 (73,00%), hal ind
menen|ukkan bafwa Dinas Kalaulan, Perkanen, dan Kalahanan Pangan {elan baik
delam melakubkan pengukuran kinerja, Dale kineria yang dikumpulken cukup relevan
ALk mengukur capaian hineria yeng dharapkan. Fengukuren Kinajja lefah cukup
dipanare cleh Betrap unit kewjz den pegawai, dan memilkr mekanisme pangumpuan
dan pengukuran dila Kinera yang cukup bak, namun demikian masih tardapat hal

"yang perlu dipeehatikan Calam peagukuren kinara, namun demikan masih terbapat

hal yang perly thporaatikap dalem pengukuran kimerja;

Hnall evalisei aias Pelaporan ¥iners Dinas Ketsutan, Perkanan, dan Kelahanan
Fangan Kabepatan Pengandaan memparckeh niles pabesar 10,50 (Y0,00%), hak i
ruehunjukkan batwa Dinas Welavtan, Parkanen, dan Ketahanan Pangan telah
manyusun [1pomn Winara yang mangungksp sclaruh informash tenlang pencapxan
kinerja, ielah mMamputikasiken secara umum ka wabsite OPD dan ka £-Sakip, I1elah
menysiikan  perbandingan  reglisasi  kinera dangan reabsass kiraga tabun
sebalumnya. nsmun damikizn mash terdapal hal yang parlu diperhabkan datam
Pelaparan Kiner|a;

Heall evaluasi atas Evalvasi Akunlabites Kineda internal padn Dianas Kelautan,

Feneanan, 2an Ketahanan Pangen Kotupalen Perypiaras mMempenileh ragal
sebesar 17,50 [70,00%), ne! ini msmunjukkan balmis Minaz ¥glsulin, Parkanan,

?/“f |
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gdan Welshenen Pengan teish malaksandkan evaluas: akunlabilias kinedga internal
dan malshkanaken mononng dan avaluesi kined@a Imyutanen, namun demikian
maph tendapal hal yang peru diperhaliken dafam svaluat skuntabibtas kineja
wnbeesal
2. Dovgnpen lerhadap (mplemenuial SAKIP yeng Leblh Balk
Inapekicrpl Katupaten Pangandaran mangrie igal upaya Seadara basarta seluruh
jmaran dalam meneapkan Sistem Akuniubiitas Kinara [nslans Pemefintah [SAKIP)
dan selznuinya Menyempadan tenms kewh aias bariluan dan kenaasma dan soluruh
pegawdl 4 Ingkunpan Dinas Kalautan, Perkanen, dan Kelahanan Fangan Kebupalen
Pangandaran #tas  hesedeannys membankan dalaidokumen yang  diperivkan
setwgge dapol mendubung terdehsansnya kegalan Eveiuasl Akunlabiiias Kinga
insiess Pamanidgh [AKIP) Tehun 2034
Kamu berharop Sawdara besens seluruh jmpren lerus barupaya dafam
menecapkan Saiem Akuntebilias Kineria Insians: Pemenuiah (SAKIP) yang febih beik
potunGga dapal mencoipng  peningkaten  kinerja  pemevinlah  daerah  secard
el uhan
Deriduan deamposan Laporan Hasil Evaluasi Akunisbiltas Kingra [nstansi
Formadian ki Talnn 2024 pada Dines Relauian, Pofkanan, oaf Kt A hain
Pangun Katupston Pergendsran. dan sesh dtenmanys LHE m: agar sejerd
deinviaidarut. Alss perhatian dan kevasamanya, cucaphkan tenma kasih

Pangendsh Tekrng Ketun Tim
AR MORDIANA 8.(P., MM IDAH HAMIDAH 5/5.Kdp., Mers, M.\,
MNP T334 1427 20060%1 00 NHIP 18701107 200112 201

w KABUPATEN PANGANDARAMN 'NSPEKTUR PEMBANTL WILAYAH [
e — Selaku
WAKIL PENGENDAL) MUTL?

SNA
HIP 1@811013 200804 1013

Tenda Tehma W

Tanggal - _ 1t Ppnbd da1d
[, P Tl'.'.-n;i Fo by pn

ltll!ﬂ s
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{LEMBAR KERJA EVALUAS{)
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HASIL EVALLUASI AKUNTABILITAB KINERIA

DIMAS KELAUTAN PERIKANAN AN KETAHANAN PAHGAN
TAHUNM 2024

Milal Akurdatiilas Klinera

HampanaivSub Kompzenonil 1. [
5 senonikritarla 30327 2024

Parencanaan Kinarja 14,00 2194 21,00
2 fnnnuhm'm Kinarfa 10,00 10,50 o
3 |Polaporan Kinara 1500 10,08 0 5i)
4 |Evaluasl Akuriablias Kinadaintamal | 2500 1300 175G
= L 81,55 i B

B BB |

1  |Belum jerdapal pedomand rmodul lekns perencenean kinena, pengukuren knenga. dan
evalasi akuniatiilas kimaga wemnal yang bertaka di ingkunigan Kabupalan
Parngandarmn

2 |Indikator kinerja balum sapenuhoya mameanubs kiena mdkaior SMART sl lersanli

dissbabkan mesd lardage famge! kinens vang mash idak mudah di capa {eckievekie)
sehingga kualilasnye balum makeamal yadu pada ndikato: M LHE AR DKPKP

d |Panelapan Brget kinera pada Pevanan Knerja {FE) belurn disesuakan dorgan
reabsan capeian fahun sebelumnya conohnya nada PR eepala Dinas
Kelaiaian. Penkansn, dan Katshanga Pengan tehun 2024 yadu inddexiar kinena
"Parsaniase Paninghatan Produksl Parhanan® dengen tarcel §,5 semantara realizas &
tahun 2023 sudah mancapai{ A5 dan mdikator *skor pola pangan hasapan” axngan
laiget 85 samaniarn repllapai di lahun 2023 sudah mencaoal $4.90,
4 |Perencanann kineija mash on the ngh! rack namun balum seluruhnya laget
paranCanEsn kinerja daper: dicapa: dongan baik
5 |Perjanjian kiners balrm mencaniumian sasaran program, kegialan dan sub kequian
pada ImperEnnys (Leyud Peratoan Bupak Pangandacan Momar 20 lehuh 2022}
8 Hesd pengukuran kinerga di S5iGenah, Pangs dan stlem ment belum sapanubmys
dbg unaksn sabagel bagien den pengambilan keputusan bak dalam pola
S AT bt s, e s dan rnu:a-aul'mlam
7 Hanil pangukuran kinaga di SiGanah, dan F‘mg:. balum sepenuhnya digunakan
sabagai bagian dan pengambilen kapulusan baik dnlarn pPEMyEILBHN

08 MR AN ARG UG AL R b e T g oo T £l

| nrdnpalpim'“umm anggaren namun belum dmll.mg dangan pembphaspn
Py Ssan g gn dalam rapad kineria (robulsns: mans)

& Fulq:-unn klnmjn hufum dlhlr.uhnn ravhu alaw diﬂh'l.it&n koonhnas dengen selunsh
olmpEnan Uil satiean kads ddukyung dengan adanya paraf koeorinas:

10 JFPakaporan kinetjs belum mamrail:an anahen uﬂmnﬂ aus. pengpunaan sumbar days
dalsm mencaopl kinsrs secars memedei
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LEMBAR KERIA EVALUASH
DMNAS KELALITA

TAHUN 2024

AN

ub Kompone kelgrg

FERENGANAAN KINER JA
Y 5| Dotwarian Perencansan kinana aloh ersgds

N PERIKANAN DAN KETAMANAN PANGAN

Oohcr

aRUnl s Hnc g

1 p|Dokumimn Perencansan kineria 1elah oo g 5 =
& ok hencapai han, A huran h."ﬂa:n.;rﬂ': Ewh

el M6 —%:f it b e n-m;:&n wel SIRCHMA Iogs.
1.c[Pareneanaan Kinana telah denamfantan Lk Y
ariy berkasnEmbygEn U mewnjudkan basi 15,00 ss | 70.00%
T PENGLIMUREN KINERJA a0 00 21,9 Ta,00%
2 alPenpukuran Kiners 10jsn difakukan & 00 4.20 .00
2 b{Penpukuran Kinarja lsleh menad kebohban galan Méntrgucian
ienarja 3acarn Elelud dan Efeian dan telah oilshuk e sacara 5 {X) 1.0 B0.00%
befpanjang dan berkelanutan )
£5,00 1t 50 TN D0%
15,00 10,50 70.00%
a0 Z10 i g 3
4 50 315 70 D0%
delam mencaps: kimmma berikulnge 7.50 5.23 fond
A5 MINERJA INTERHAL 25,060 17,52 70,00%
EvaAlsas Alaniabibtas Kinage inlermasl 1elsh dilahsanakan 5,00 3.50 T 00%
pIEvaluas Akuwntatailas Kinana inernal iedsh dilakzanekan secag 7 L= .0 (%
barkualdas dergan Sunbm Liaya yang rramada s HR .
4.cyimplemanias SAKIF telah mannghal karens evaluas Akunlahbles
Kirswja Indermal semMnops mambenhan kesan yang nyzia idempek | 1250 B.7S 10 .00%

delam afedifitay dan alise :
0 3 Akuntabilitas Kmarja
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CASCADING DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

Misia:
MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKEADILAN BERBASIS POTENSI LOKAL

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN

KAPASITAS TATA KELOLA

Nilai SAKIP

Kinerja DKPKP.

Nilai LHE AKIP DKPKP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dan Evaluasi Kinerja

inistrasi Keuangan
Perangkat Daerah

i Barang Milik
Daerah pada Perangkat

i Pendapatan
Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah

inistrasi Umum
Perangkat Daerah

Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan

Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

SUB KEGIATAN.

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD

Perlengkapan Kantor

Sumber Daya Air dan Listrik

Mesin Lainnya

Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daersh Daerah Pemerintahan Daersh

Penyusunan Dokumen Gaji dan Barang Milik [Pelaporan Pengelolaan Sosialisasi Peraturan v Komponen Jasa Surat v Jasa

Perencanaan Perangkat | Tunjangan ASN Daerah pada SKPD Retribusi Daerah Instalasi L Menyurat Pemeliharaan, Biaya

Daerah Bangunan Kantor Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Koordinasi dan Penyusunan | Pelaksanaan Penatausahaan Peralatan dan Jasa Komunikasi, Peralatan dan

yediaan Bahan Logistik
Kantor

Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Dukungan Pelaksanaan
istem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD.

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi




